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ABSTRACT

STRENGTHENING THE INTEGRITY OF SUB-DISTRICT ADHOC
ELECTION ADMINISTRATORS IN THE 2024 GENERAL ELECTIONS
(Study at Bawaslu City of Bandar Lampung)

By

ANANDA MEIDINA ZAHRA

The implementation of election implementation cannot be separated from problems
in the implementation process, such as the abuse of authority by ad hoc election
organizers and the neutrality of ad hoc election organizers. This mistake was due to
the integrity possessed by Bawaslu and the ranks of the election organizers under
it. This research uses a descriptive method with a qualitative approach. Data
collection techniques used in research are observation, interviews and
documentation. This study uses the theory of capacity building put forward by
Grindle (1997) as a tool for analysis in problem solving, the capacity strengthening
indicators used are individual development and organizational strengthening. The
results of the research found that in individual development there are no indicators
that run optimally, namely indicators of increasing knowledge that focus too much
on giving theoretical understanding only so that direct practice in the field is
lacking. Behavior indicators are too focused on conceptual understanding only. The
work grouping indicator does not work well because it only focuses on completing
tasks. The motivational indicator only provides motivation in the form of words of
encouragement and dedication to the duties of the state, although this still has the
potential to positively influence ad hoc organizers. In organizational strengthening,
there are no indicators that are running optimally, namely indicators of improving
organizational structure that only coordinate between divisions. Decision-making
indicators focus only on regulatory compliance. Indicators of procedures and
mechanisms for managing facilities and infrastructure are still not quite as precise
as decision making which only focuses on existing regulations without taking any
other initiatives. Indicators of environmental relations and organizational networks
are still incompetent because there are still coordinators who have non-linear
educational backgrounds with politics and government
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ABSTRAK

PENGUATAN INTEGRITAS PENYELENGGARA PEMILU TINGKAT
ADHOC KECAMATAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
(Studi di Bawaslu Kota Bandar Lampung)

Oleh

ANANDA MEIDINA ZAHRA

Pelaksanaan penyelenggaraan Pemilu tidak lepas dari permasalahan dalam proses
penyelengggaraan, seperti penyalahgunaan kewenangan oleh penyelenggara
pemilu adhoc dan netralitas penyelenggara pemilu adhoc. Kesalahan tersebut
dikarenakan intergritas yang dimiliki olen Bawaslu serta jajaran penyelenggara
pemilu dibawahnya itu sendiri. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif
dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan pada
penelitian yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini
menggunakan teori penguatan kapasitas yang dikemukakan Grindle (1997) sebagai
pisau analisis dalam pemecahan masalah, indikator penguatan kapasitas yang
digunakan ialah pengembangan individu dan penguatan organisasi. Hasil penelitian
yang ditemukan adalah pada pengembangan individu tidak ada indikator yang
berjalan dengan optimal, yaitu indikator peningkatan pengetahuan terlalu berfokus
pada pemberian pemahaman teoritis saja sehingga praktek langsung di lapangan
kurang. Indikator tingkah laku terlalu berfokus pada pemahaman konseptual saja.
Indikator pengelompokkan kerja tidak berjalan dengan baik karena hanya berfokus
pada penyelesaian tugas. Indikator motivasi hanya memberikan motivasi sebatas
kata-kata semangat dan pengabdian akan tugas negara saja walaupun hal ini tetap
berpotensi untuk mempengaruhi penyelenggara adhoc secara positif. Pada
penguatan organisasi tidak ada indikator yang berjalan dengan optimal, yaitu
indikator peningkatan struktur organisasi yang hanya melakukan kordinasi antar
divisi. Indikator pengambilan keputusan terfokus hanya pada kepatuhan terhadap
regulasi saja. Indikator prosedur dan mekanisme pengaturan sarana dan prasarana
masih kurang tepat sama seperti pengambilan keputusan yang hanya terfokus pada
regulasi yang ada tanpa adanya pengambilan inisiatif lain. Indikator hubungan
lingkungan dan jaringan organisasi masih kurang kompeten karena didalamnya
masih terdapat kordinator yang memiliki latar belakang pendidikan tidak linear
dengan politik dan pemerintahan

Kata Kunci: Penyelenggara Adhoc, Integritas, Bawaslu.
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I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang menganut paham demokrasi yang ditunjukkan
dengan pelaksanaan pemilihan umum. Sebagaimana diamanatkan dalam Undang -
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Penyelenggara Pemilu
memiliki tugas menyelenggarakan Pemilihan umum, Pemilihan umum merupakan
sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam lingkup Negara kesatuan Republik

Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang - Undang Dasar (UUD 1945).

Tatanan kehidupan warga negara Indonesia tercantum dalam Undang - Undang
Dasar Tahun 1945 erat sekali dengan Demokrasi Pancasila. Pancasila menjadi
landasan negara yang memiliki lima sila bertujuan sebagai pedoman masyarakat
untuk memahami pentingnya kehidupan bernegara yang tentunya nilai - nilai
tersebut diajarkan dalam Pancasila. Untuk melaksanakan asas - asas Pancasila
terutama dasar kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam
permusyawaratan/perwakilan. Terkait pentingnya kehidupan bernegara dalam
praktik demokrasi Marsono (1997) menjelaskan bahwa rakyat harus mempunyai
suatu kesadaran dasar rasa cinta serta padu dengan rakyat, sehingga dapat
mewujudkan cita - citanya. Oleh karena itu, rakyat dapat berkontribusi dalam
pengisian Lembaga - lembaga yang sesuai dengan asas - asas Demokrasi Pancasila

yaitu dengan Pemilihan Umum.

Tatanan kehidupan warga negara Indonesia tercantum dalam Undang - Undang
Dasar Tahun 1945 erat sekali dengan Demokrasi Pancasila. Pancasila menjadi
landasan negara yang memiliki lima sila bertujuan sebagai pedoman masyarakat

untuk memahami pentingnya kehidupan bernegara yang tentunya



nilai - nilai tersebut diajarkan dalam Pancasila. Untuk melaksanakan asas - asas
Pancasila terutama dasar kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan
dalam permusyawaratan/ perwakilan. Rakyat harus mempunyai suatu kesadaran
dasar rasa cinta serta padu dengan rakyat, sehingga dapat mewujudkan cita -
citanya. Oleh karena itu, rakyat dapat berkontribusi dalam pengisian Lembaga -
lembaga yang sesuai dengan asas - asas Demokrasi Pancasila yaitu dengan
Pemilihan Umum, Marsono (1997:1).

Terkait dengan pentingnya mewujudkan pemilihan umum yang benar — benar
mengarah pada nilai — nilai demokrasi sebagaimana tercantum dalam Undang —
undang 1945 dimana pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas,
rahasia, jujur dan adil sesuai dengan kaidah penyelenggaraan pemilu yang
demokratis. Dengan mewujudkan pemilihan umum yang demokratis tersebut dapat
menyalurkan dan mewujudkan aspirasi suara rakyat dalam berbagai kebijakan
penyelenggaraan negara, Dengan ini keberhasilan pemilu dilaksanakan bukan

hanya bagi kemenangan peserta pemilu tetapi bagi semua komponen bangsa.

Pemilihan umum menurut Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang
Pemilihan umum menjelaskan bahwa Pemilu merupakan faktor penting dalam
negara Demokrasi, yang mana ini merupakan sarana untuk memenuhi prinsip
pokok demokrasi yakni kedaulatan rakyat, pemerintah yang sah, yang mana
kedaulatan sendiri menjadi ajang atau sarana keterlibatan mereka dalam pesta
demokrasi. Sesuai dengan Undang — Undang No. 15 Tahun 2011 Tentang
Penyelenggara pemilihan umum yang mana disebutkan salah satu kewajiban
penyelenggara harus dapat menjalankan tugas dan wewenangnya dengan baik.
Disini dengan kata lain harus dapat bersikap mandiri, jujur, adil, terbuka, akuntabel
dan netral atau tidak memihak kepada siapapun. Hal ini dapat tercipta dengan baik
apabila seseorang memiliki integritas yang tinggi. Integritas memiliki hubungan
erat dengan kinerja yang mana suatu pemilu dianggap berhasil dan berkualitas
apabila badan penyelenggaranya menjunjung nilai integritas.

Dengan menjunjung nilai integritas ini secara positif dapat memenuhi seperangkat
kriteria tertentu dengan terlaksananya pemilu yang langsung, umum bebas, rahasia,

jujur dan adil, pemilu yang demokratis dan juga pemilu yang berkualitas dan



berintegritas. Dan juga secara negatif dapat menimbulkan pelanggaran, pemilu

yang manipulatif, pemilu yang penuh dengan pelanggaran, korupsi atau rekayasa.

Pelaksanaan penyelenggaraan Pemilu tidak lepas dari permasalahan dalam proses
penyelenggaraan, Maraknya terjadi malpraktik pada pelaksanaan Pemilu, kurang
maksimalnya kinerja yang dilakukan oleh penyelenggara Pemilu sampai ke tingkat
yang paling bawah atau badan adhoc. Kesalahan yang mengakibatkan tidak
maksimalnya kinerja baik dari segi pelaksanaan atau pengawasan penyebabnya
dikarenakan integritas yang dimiliki oleh Bawaslu serta jajaran penyelenggara

pemilu dibawahnya itu sendiri.

Hal ini dapat dilihat dari adanya pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara
mulai dari lembaga Bawaslu sampai ke jajaran dibawahnya atau badan adhoc
terkait dengan etika seorang penyelenggara, yang mana penyelenggara tersebut
tidak memahami pedoman dan kode etik daripada seorang lembaga dan badan
adhoc. Salah satu contoh pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara adhoc
adalah panitia pengawas di Kota Bandar lampung pada saat pemilu dan pemilihan
tahun 2019 dan 2020, adanya pelanggaran etik yang dilakukan. Ini disebabkan
karena kurangnya nilai integritas mulai dari lembaga Bawaslu sampai ke jajaran
adhoc dibawahnya terkait dengan prinsip — prinsip dan pedoman sebagai seorang
penyelenggara. Salah satu permasalahannya mengenai kurangnya nilai integritas
penyelenggara pemilu adhoc yang ada seperti penyelewengan kewenangan, tidak
jujurnya panitia pengawas sebagai pengawas dimana hal tersebut mengakibatkan
kurang efektifnya pelaksanaan pengawasan, kurang efektifnya penguatan yang
dilaksanakan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota. Kemudian terdapat pelanggaran
lainnya seperti temuan pelanggaran yang dilakukan oleh Panwaslu kecamatan
dengan melakukan perekrutan Panitia Tempat Pemungutan Suara tidak sesuai
aturan. Berikut Rekapitulasi dugaan pelanggaran pada Pemilu dan Pemilihan Tahun
2019 dan 2020 di Bandar Lampung:



Tabel 1. Data Pelanggaran Kode Etik Pada Tahun 2019 dan 2020

No Bentuk Pelanggaran Jumlah

Panwaslu Kecamatan Sukabumi mendukung salah satu
1 | Pasangan calon Anggota DPRD Kota Bandar Lampung 1
Dapil IV dari Partai Nasdem.

Panwaslu Kecamatan mendukung dan membantu
2 | membagikan APK salah satu Paslon pada tahapan 1
Kampanye

Panwaslu Kecamatan melakukan perekrutan PTPS

tidak sesuai aturan

Sumber: Dokumen Bawaslu Kota Bandar Lampung

Berdasarkan data tersebut dijelaskan bahwa penyelenggara pemilu tingkat adhoc
kecamatan dirasa kurang pemahaman atas kewenangannya sebagai penyelenggara
pemilu atau dapat dikatakan minimnya pemahaman penyelenggara pemilu tingkat

adhoc kecamatan atas tugas dan wewenang yang dilaksanakan.

Dalam hal ini Bawaslu melakukan kegiatan penguatan kapasitas sumber daya
penyelenggara pemilu tingkat adhoc dan tahapan Bimtek (Bimbingan Teknis) yang
dilakukan oleh pihak Bawaslu Kota Bandar lampung guna mencegah terjadinya
pelanggaran dan meningkatkan nilai integritas yang dilakukan oleh penyelenggara
pemilu adhoc tingkat kecamatan. Dalam proses ini beserta penguatan integritas
penyelenggara pemilu tingkat kecamatan dilakukan secara internal antara Bawaslu
dengan para anggota panitia pengawas kecamatan terpilih. Pada saat ini telah
dilaksanakannya Bimbingan Teknis dan para panitia pengawas kecamatan terpilih
langsung diarahkan untuk turun lapangan dalam pengawasan tahapan rekrutmen

PPS (Panitia Pemungutan Suara).

Berdasarkan Pasal 15 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Perbawaslu)
Republik Indonesia No. 3 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Badan
Pengawas Pemilihan Umum No.1 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Pola
Hubungan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panitia
Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilu Luar Negeri dan



Pengawas Tempat Pemungutan Suara. Maka dalam hal ini sebenarnya
penyelenggara pemilu mulai dari lembaga Bawaslu sampai ke jajaran adhoc
dibawahnya merupakan pemegang peranan terpenting karena harus menjaga
amanah dan tanggungjawab yang besar serta harus memiliki integritas tinggi untuk
menjaga amanah rakyat terhadap suara yang diberikan masyarakat. Hal tersebut
terkhusus penyelenggara pemilu adhoc umumya merupakan ujung tombak dari
setiap pelaksanaan Pemilu dan Pilkada. Oleh karena itu, Bawaslu harus dapat
melakukan proses pembinaan berdasarkan kriteria dan indikator yang ada, maka
penyelenggara pemilu adhoc yang dihasilkan dapat memungkinkan bahwa hasil
tersebut dapat menjadikan penyelenggara pemilu yang berintegritas. Dalam hal ini,
Bawaslu dapat lebih selektif dalam memilih calon panitia pengawas yang

mendaftar.

Maka berdasarkan uraian, Adapun penelitian terdahulu yang sejenis mengenai
“Penguatan Integritas Penyelenggara Pemilu Tingkat Adhoc Kecamatan Pada
Pemilihan Umum Tahun 2024 (Studi di Bawaslu Kota Bandar Lampung)” adalah
diantaranya ialah, yaitu Pertama, Penelitian dari (Hendra Kasim, 2019) mengenai
Integritas Penyelenggara Pemilu di Provinsi Maluku Utara dalam Pelaksanaan
Pemilu 2019. Hasil penelitian ini menggambarkan rendahnya integritas
penyelenggara pemilu disebabkan oleh sumber daya manusia, faktor geografis,
faktor hubungan kekeluargaan, honor yang rendah dan rekrutmen pengawas pemilu
di tengah tahapan Pemilu.

Kedua, Penelitian (Dedeh Haryati,2012) mengenai Penguatan Peran Panwaslu
Dalam Pemilukada (Studi Kasus: Pemilukada Kabupaten Jembrana). Dalam hasil
penelitian terdapat beberapa persoalan yang dihadapi Panwaslu pada Pemilukada
di Kabupaten Jembrana, yakni (1) kewenangan sebagaimana yang diatur Undang-
Undang sangat kurang mendukung kinerja optimal Panwaslu, karena kewenangan
yang ada hanyalah sebagai lembaga pemberi stempel atau pengirim persoalan saja;
(2) Panwaslu Kabupaten Jembrana yang selama ini merupakan lembaga adhoc
dalam bekerjanya akan menghadapi persoalan yang komplek; (3) pola rekrutmen
anggota Panwaslu Kabupaten Jembrana belum memenuhi kualifikasi personal,

sosial, intelektual yang dibutuhkan sebagai anggota Panwaslu; dan (4) belum ada



penegasan hubungan antar tingkatan Panwaslu Kabupaten Jembrana dengan
Panwaslu Provinsi Bali, sehingga melemahkan Panwaslu itu sendiri. Oleh karena
itu, perlu upaya penguatan fungsi Panwaslu, seperti: memperluas kewenangan
Panwaslu; pembentukannya bukan sebagai lembaga adhoc; dan pola rekrutmennya

diperketat dengan persyaratan yang memadai.

Ketiga, Penelitian (Muhammad Yusri,2017) mengenai Penguatan Panwas
Kabupaten Mamuju Dalam Menghadapi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur
Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017. Dalam penelitian ini membahas mengenai
pencegahan, penindakan dan penyelesaian sengketa demi mendorong sistem yang
lebih baik (memposisikan Bawaslu dan jajarannya menjadi lebih garang) sehingga

kedepan perbaikan kualitas pemilu di Indonesia dapat tercapai.

Keempat, Penelitian (Istikharah, Asrinaldi, 2019) mengenai Pendidikan Politik
Bagi Masyarakat Sebagai Penyelenggara Pemilu tingkat Adhoc. Dalam penelitian
ini berawal dari masih rendahnya pengetahuan politik masyaratat. Masyarakat yang
menjadi penyelenggara pemilu secara otomatis juga memiliki pengetahuan politik
yang masih rendah. Dan ini dapat dianggap berbahaya bagi penyelenggaraan

pemilu jika mereka menjadi panitia penyelenggara.

Kelima, Penelitian (Luthfi Hamzah Husen, dkk. 2021) mengenai Mal Praktik dan
Korupsi Pemilu di Indonesia: Analisis Proses penghitungan suara dan Rekapitulasi
Pada Pemilu 2019. Dalam penelitian ini membahas mengenai menganalisis secara
lebih spesifik pada keterlibatan Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai
penyelenggara pemilu di dalam malpraktik pemilu. Penelitian ini menemukan
bahwa tahapan rekapitulasi suara, khususnya pada tingkat kecamatan, merupakan
fase paling rawan terjadinya malpraktik pemilu di mana keterlibatan penyelenggara
pemilu adhoc dan saksi kandidat memiliki peran penting di sana.

Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu, yaitu pada penelitian
ini peneliti memfokuskan pada penguatan integritas penyelenggara pemilu tingkat
adhoc kecamatan dijajaran Bawaslu Kota Bandar Lampung. Sedangkan penelitian
terdahulu memfokuskan pada seluruh penyelenggara pemilu adhoc termasuk pada

lembaga KPU maupun Bawaslu.



Berdasarkan penelitian terdahulu, maka penelitian ini dianggap relevan dengan
penelitian terdahulu karena masih membahas mengenai penguatan integritas
penyelenggara pemilu tingkat adhoc kecamatan. Selanjutnya, terhadap
permasalahan yang ada Bawaslu harus mengoptimalkan kinerja dan program yang
digunakan dalam hal penguatan integritas pelenggara pemilu tingkat adhoc
Kecamatan. Maka berdasarkan data, Rumusan masalah yang diangkat berjudul
“Penguatan Integritas Penyelenggara Pemilu Tingkat Adhoc Kecamatan Pada
Pemilihan Umum Tahun 2024 (Studi di Bawaslu Kota Bandar Lampung)”.

1.2 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah pada penelitian ini, berdasarkan dari latar belakang,
yaitu: Bagaimana Penguatan Integritas oleh Bawaslu Kota Bandar Lampung untuk
mencegah pelanggaran yang dilakukan oleh Penyelenggara adhoc kecamatan Pada

Pemilihan umum Tahun 2024?
1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk
mengetahui Bagaimana Penguatan Integritas oleh Bawaslu Kota Bandar Lampung
untuk mencegah pelanggaran yang dilakukan oleh Penyelenggara adhoc kecamatan

Pada Pemilihan umum Tahun 2024.
1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis, Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi
khasanah ilmu pengetahuan bidang ilmu politik dan untuk meneruskan
pendapat gagasan penjelasan dan anggapan tentang Penguatan Integritas oleh
Bawaslu Kota Bandar Lampung untuk mencegah pelanggaran yang dilakukan
oleh Penyelenggara adhoc kecamatan Pada Pemilihan umum Tahun 2024.



2. Manfaat Praktis
a. Bagi Penulis
Hasil penelitian ini bermanfaat untuk sarana pengaplikasian berbagai teori yang

diperoleh selama bangku perkuliahan dengan prakteknya di lapangan.

b. Bagi Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan
karya ilmiah untuk mendukung khasanah keilmuan dan dapat dijadikan rujukan
penelitian selanjutnya tentang penguatan integritas penyelenggara pemilu tingkat

adhoc kecamatan.

c. Bagi Bawaslu Kota Bandar Lampung

Penelitian ini memberikan gambaran, pandangan, dan masukkan dalam upaya
Penguatan Integritas oleh Bawaslu Kota Bandar Lampung untuk mencegah
pelanggaran yang dilakukan oleh Penyelenggara pemilu tingkat adhoc kecamatan
Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 mendatang.



1.  TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Tentang Penguatan Integritas
2.1.1 Pengertian Penguatan

Penguatan merupakan suatu proses tingkah laku yang dapat meningkatkan
kemampuan individu, kelompok, organisasi dan kelembagaan dengan upaya untuk
mencapai tujuan. Penguatan dalam hal kelembagaan berkaitan dengan
pengembangan kapasitas kelembagaan yaitu sebagai usaha untuk mengembangkan
sumber daya manusia dan organisasi, yaitu dengan komitmen bersama sehingga
terwujudnya program — program penguatan dari sebuah kebijakan yang telah
ditetapkan.

Grindle (1997) mengungkapkan mengenai dimensi dan tingkatan penguatan
kelembagaan, yaitu dimensi dan tingkatan pembangunan pada individu, dimensi
dan tingkatan penguatan pada organisasi dan dimensi reformasi pada sistem
institusi. Lebih lanjut Grindle mengemukakan bahwa pemerintah yang baik
berkaitan dengan kualitas sumber daya manusia, organisasi dan Lembaga di sektor
publik. Menciptakan pemerintahan yang baik berarti upaya untuk mengembangkan

sumber daya manusia, memperkuat organisasi, dan mereformasi.

Dalam hal ini, Pendapat menurut Grindle (1997) penguatan kapasitas merupakan
suatu upaya untuk mengembangkan berbagai macam strategi yang dapat
meningkatkan efisiensi, efektifitas dan responsivitas dari kinerja pemerintah dan

penguatan atau pengembangan kapasitas pegawai



10

dilihat dari sebuah variasi strategi di dalamnya mencakup adanya dimensi, fokus
dan berbagai jenis aktivitas.

2.1.2 Indikator Penguatan

Menurut Grindle (1997) terdapat indikator penguatan kapasitas sebagai berikut:

a. Pengembangan Individu

Dalam hal ini pengembangan individu membahas mengenai pengembangan sumber
daya manusia untuk meningkatkan kapasitas individu dan melaksanakan
tanggungjawab profesional dan teknisnya. Dilakukan dengan peningkatan

pengetahuan, tingkah laku, pengelompokan kerja dan motivasi.

b. Penguatan Organisasi
Dilakukan dengan meningkatkan fungsi struktur organisasi, pengambilan
keputusan, prosedur dan mekanisme pengaturan sarana prasarana, hubungan

dengan lingkungan dan jaringan organisasi.

Berdasarkan pendapat Grindle (1997), Penguatan kapasitas merupakan suatu
tahapan untuk memperbaiki kemampuan individu, kelompok, organisasi maupun
sistem untuk dapat menghasilkan kinerja yang lebih baik. Ada 2 (dua) hal yang
dapat dipahami dari capacity building atau penguatan kapasitas yaitu; peningkatan
sumber daya manusia dan penguatan organisasi. Dalam hal ini penguatan kapasitas
cocok dengan penelitian ini terkait dengan penguatan integritas yang dapat
diartikan sebagai suatu proses dalam individu, kelompok dan lembaga. Penguatan
ini dilakukan untuk menjamin lembaga mencapai sasaran dan tujuan yang telah
ditetapkan dan cocok untuk dijadikan teori dalam proses penguatan integritas

penyelenggara pemilu tingkat adhoc kecamatan pada pemilihan umum tahun 2024.
2.1.3 Pengertian Integritas

Integritas merupakan standar moralitas yang tertanam pada individu seseorang
sehingga dapat dinilai baik atau tidak. Integritas berarti memastikan bahwa
keputusan yang dibuat berdasarkan prinsip etika dan moral, Integritas diperlukan

untuk memastikan bahwa seorang pemimpin memiliki kualitas baik dalam hal
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kejujuran dan moralitas. Dalam hal ini, integritas individu dituntut untuk dapat
membangun dan mempertahankan identitas diri dilihat dari cara individu

mewujudkan keputusan dan kebaikan bersama.

Menurut Agus Suryo Sulaiman (2010), integritas adalah keseluruhan nilai-nilai
kejujuran, keseimbangan, memberi kembali, dedikasi, kredibilitas dan berbagai hal
pengabdian diri pada nilai-nilai kemanusiaan dalam hidup. Meninjau dari pendapat
tersebut integritas yang di maksud adalah berusaha memberikan yang terbaik dan
menjabarkan nilai positif dalam kehidupan.

Integritas sendiri merupakan hasil usaha seseorang yang berhasil sebagaimana yang
dijelaskan menurut Mulyadi (2008) integritas adalah kemampuan orang untuk
mewujudkan apa yang telah diucapkan atau dijanjikan oleh orang tersebut menjadi
suatu kenyataan. Berdasarkan uraian, maka dapat disimpulkan bahwa integritas
merupakan sikap dan perbuatan seseorang yang dilandasi oleh nilai — nilai jujur,
konsisten, komitmen, berani, profesionalisme sesorang dan dapat dipercaya sesuai

kenyataannya.

Penggambaran seseorang yang berintegritas adalah dengan menggambarkan
perilaku orang tersebut. Perilaku yang berintegritas diantaranya:

a. Jujur;

b. Konsisten antara ucapan dan tindakan;

c. Mematuhi peraturan dan etika berorganisasi;

d. Memegang teguh komitmen dan prinsip — prinsip yang diyakini benar;

e. Bertanggungjawab atas tindakan, keputusan dan risiko yang menyertainya;
f.  Kualitas individu untuk mendapatkan rasa hormat dari orang lain;

0. Kepatuhan yang konsisten pada prinsip — prinsip moral yang berlaku;

h. Kearifan dalam membedakan benar dan salah.

2.1.3 Prinsip — Prinsip Dasar Integritas

Integritas adalah sebuah nilai dan aspirasi yang secara konteks merupakan

keterpaduan norma. Sehingga integritas mampu menjadikan seorang individu
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memiliki karakter dan nilai - nilai dasar untuk mencegah terjadinya praktik —
praktik didalamnya, seperti korupsi, manipulasi, kolusi, nepotisme, dan lain - lain.
Kompetensi dasar dari integritas merupakan nilai moral dan prinsip etika. Tetapi
nilai moral dan prinsip etika ini belum cukup untuk membuat perubahan.
Dibutuhkan pembentukan kompetensi etis, Diantaranya adalah kemampuan
mendiagnosis  kesenjangan integritas, mengidentifikasi masalah dengan
pertimbangan etika, memiliki pengetahuan hukum, dan memiliki komitmen,

keyakinan serta tanggung jawab moral.

Perilaku integritas merupakan fungsi keterkaitan antara akuntabilitas, kompetensi,
dan etika anti korupsi. Integritas ini dapat membangun kekuatan organisasi dari

dalam dan menyaring potensi dari luar.

2.1.4 Elemen - Elemen Integritas

Hendarjatno dan Budi Rahardja (2013) elemen — elemen integritas adalah:

a. Harus memegang teguh prinsip yaitu pedoman bertindak untuk memperoleh
hasil maksimal dengan pengorbanan tertentu.

b. Berperilaku terhormat yaitu dengan menghindarkan diri dari segala kecurangan
dan praktik — praktik yang melanggar peraturan dan kode etik yang berlaku.

c. Jujur yaitu apa yang dikatakan seseorang yang berintegritas harus sesuai
dengan hati nuraninya dan apa yang dikatakannya sesuai dengan kenyataan
yang ada.

d. Memiliki Keberanian yaitu seseorang harus memiliki keberanian untuk
melakukan pengungkapan dan mengambil tindakan yang diperlukan.

e. Melakukan tindakan berdasarkan pada keyakinan akan keilmuannya yang tidak
ceroboh.

f.  Tidak bertindak dengan menuruti hawa nafsu atau membenarkan filosofi tanpa

memperhatikan prinsip dan peraturan yang berlaku.

Dengan ini integritas merupakan petunjuk arah dari perilaku seseorang, sehingga
integritas merupakan gambaran keseluruhan pribadi seseorang yang merupakan

bagian dari proses untuk membangun sesuatu yang lebih baik.
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2.1.5 Indikator Integritas

Menurut Eileen Rachman dalam Eko B Supriyanto (2006) integritas merupakan
kualitas yang menjadikan timbulnya kepercayaan dalam masyarakat dengan
kejujuran, keberanian dalam menghadapi kesulitan, bijaksana dan mempunyai
tanggungjawab yang tinggi. Berikut indikator yang menentukan integritas adalah

sebagai berikut:

1. Kaode Etik Profesional

Kode etik profesional bermakna setinggi apa individu menjunjung tinggi kode etik,
melaksanakan tugasnya sesuai Standard Operating Procedure (SOP) sehingga
senantiasa dapat menjadi teladan bagi bawahannya.

2. Mengatasi Konflik Kepentingan
Dalam hal ini seseorang atau Lembaga yang berintegritas adalah individu atau
Lembaga mana yang dapat memegang teguh ketentuan yang telah ditetapkan dan

disepakati demi yang menghindari konflik kepentingan.

3. Wewenang
Dalam hal ini dapat dilihat sebaik apa wewenang yang telah diberikan dapat

dimanfaatkan.

4. Akuntabilitas dan Tanggungjawab
Akuntabilitas dan tanggungjawab dapat menjadi fondasi dalam menghadapi suatu
masalah, apakah suatu individu bertanggungjawab atas permasalahan yang ada atau

berlari untuk menghindari suatu masalah.
2.1.7 Integritas Penyelenggara

Integritas penyelenggara Pemilu dan Pilkada sangat penting karena semua masalah
yang muncul bukan dari Pendidikan penyelenggara pemilu dan pilkada, tetapi dari
rendahnya integritas penyelenggara. Adapun ciri — ciri penyelenggara pemilu yang

berintegritas dan layak ditiru antara lain:



14

1. Aktif di organisasi yang membantu masyarakat sekitar dan memiliki reputasi
yang cukup baik di organisasi tersebut.

2. Sangat berhati — hati dalam bertutur kata.

3. Memegang sumpah atau ucapan, Setiap penyelenggara pemilu wajib
memegang sumpah/janji.

4. Jujur dalam bekerja dan siap bertanggung jawab, Penyelenggara pemilu harus
dapat bekerja dengan jujur dan benar. Lalu setiap penyelenggara pemilu harus
siap bertanggung jawab jika diperlukan.

5. Mengerti dan taat kepada Undang — Undang. Setiap penyelenggara pemilu
wajib mengerti dan taat kepada Undang — Undang dan hukum yang berlaku.

6. Memiliki kemampuan administrasi dan teliti menulis, karena proses
perhitungan suara memiliki proses yang panjang dan memerlukan kesabaran
dan ketelitian. Apabila tidak memiliki kemampuan administrasi yang baik,
proses perhitungan suara dapat tidak selesai pada waktunya dan dapat

memakan waktu yang lebih lama.
2.2 Tinjauan Tentang Penyelenggara Pemilu
2.2.1 Pengertian Penyelenggara Pemilu

Penyelenggara Pemilu adalah Lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang
terdiri atas Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu)
dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) sebagai satu kesatuan
fungsi penyelenggara Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat
(DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(DPRD), Presiden dan wakil, serta untuk memilih Gubernur, Bupati, dan Walikota
secara Demokratis. Salah satu tantangan yang dihadapi penyelenggara Pemilu
adalah masalah sumber daya manusia (SDM) terutama SDM penyelenggara
ditingkat PPS, PPK, dan KPUD (Komisi Pemilihan Umum Daerah) Kabupaten/
Kota. Begitu pun dengan penyelenggara adhoc seperti Pengawas Kecamatan dan

Pengawas Kelurahan/Desa.
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2.2.2 Tugas dan Wewenang Penyelenggara Pemilu

Adapun tugas penyelenggara Pemilu adhoc untuk jajaran Badan Pengawas Pemilu

(Bawaslu) memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut:

1. Mengawasi pelaksanaan dan tahapan Pemilihan umum.
2. Menerima laporan dugaan adanya pelanggaran Pemilihan umum.
3. Menangani kasus — kasus pelanggaran pemilihan umum untuk diteruskan

kepada pihak yang berkompeten.

Selain itu, Bawaslu juga diminta untuk mengawasi pelaksanaan rekomendasi
berkaitan dengan pengenaan sanksi untuk anggota KPU, KPU Provinsi,
Kabupaten/kota, mengawasi pelaksanaan sosialisasi dan melaksanakan tugas lain
yang diperintahkan per undang — undangan. Jika Bawaslu bersifat permanen atau
tetap maka Panitia Pengawas Pemilihan umum (Panwaslu) Kecamatan, Pengawas
Pemilu Lapangan (PPL) dan Pengawas Pemilu Luar Negeri (PPLN) bersifat adhoc.

Melihat tugas — tugas dari Pengawas Pemilu adalah sebagai berikut:

Mengawasi semua tahapan penyelenggaraan Pemilu.
Menerima laporan pelanggaran Pemilu.

Menyelesaikan sengketa yang timbul dalam penyelenggaraan Pemilu.

A W p e

Meneruskan temuan dan laporan yang tidak dapat diselesaikan kepada instansi
yang berwenang.

2.2.3 Kode Etik Penyelenggara Pemilu

Kode etik penyelenggara pemilu adalah suatu kesatuan asas moral, etika, dan
filosofi yang menjadi pedoman perilaku bagi penyelenggara pemilu berupa
kewajiban dan larangan, Tindakan dan /atau ucapan yang patut dilakukan oleh
penyelenggara pemilu (Muhammad, 2019). Pelanggaran kode etik penyelenggara
pemilu dijalankan sesuai dengan sumpah/janji sebagai penyelenggara pemilu.
Adapun tujuan dari kode etik penyelenggara pemilu adalah untuk menjaga
kemandirian, integritas, dan kredibilitas (Frank & Coma, 2017). Pemimpin yang
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berkualitas dihasilkan dari proses demokrasi yang berkualitas pula. Hal ini tentunya

dimulai dari penyelenggara pemilu.

Pengaturan kode etik penyelenggara Pemilu sebagaimana dalam Pasal 3 Peraturan
DKPP No. 2 Tahun 2017 bertujuan menjaga integritas, kehormatan, kemandirian
dan kredibilitas anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS,
KPPS, PPLN, KPPSLN serta anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu
Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN
dan Pengawas TPS. Kode etik penyelenggara Pemilu harus berlandaskan pada:

a. Pancasila dan Undang — Undang Dasar Negara Rapublik Indonesia;

b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor
VI/MPR/2001 tentang Etika kehidupan berbangsa;

c. Sumpah atau janji anggota sebagai Penyelenggara Pemilu;

d. Asas Pemilu; dan

e. Prinsip Penyelenggara Pemilu.

2.2.4 Prinsip Penyelenggara Pemilu

Untuk menjaga integritas dan profesionalitas Penyelenggara Pemilu wajib
diterapkan prinsip Penyelenggara Pemilu. Integritas penyelenggara Pemilu

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada prinsip:

a. Jujur maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggaraan Pemilu
didasari niat untuk semata-mata terselenggaranya Pemilu sesuai dengan
ketentuan yang berlaku tanpa adanya kepentingan pribadi, kelompok atau
golongan;

b. Mandiri maknanya dalam penyelenggara Pemilu, Penyelenggara Pemilu
bebas atau menolak campur tangan dan pengaruh siapapun yang mempunyai
kepentingan atas perbuatan, Tindakan, keputusan dan//atau putusan yang
diambil;

c. Adil maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu

menempatkan segala sesuatu sesuai hak dan kewajibannya;
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d. Akuntabel bermakna dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu
melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban dilaksanakan dengan penuh
tanggung jawab dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan

ketentuan per undang — undangan.

Dalam melaksanakan prinsip — prinsip Penyelenggara Pemilu bersikap netral
atau tidak memihak terhadap partai politik, calon pasangan calon, dan/atau
peserta Pemilu; jujur; memberikan perlakuan sama kepada pihak yang terlibat
dalam proses Pemilu; melakukan Tindakan sesuai dengan peraturan per
undang — undangan; dan menjamin tidak ada penyelenggara Pemilu yang

melakukan penyelewengan kewajiban.
2.3 Tinjauan Tentang Pemilihan Umum
2.3.1 Pengertian Pemilihan Umum

Pemilihan umum merupakan salah satu sarana seluruh warga negara Indonesia
untuk menentukan dan memilih calon aparatur negara untuk menentukan masa
depan negara. Berikut terdapat beberapa pendapat para ahli dan sumber terpercaya

lainnya mengenai pengertian pemilihan umum:

1. Menurut Ramlan Surbakti
Pemilu adalah sebuah instrumen yang dirumuskan sebagai; (1) Mekanisme
pendelegasian sebagian kedaulatan rakyat kepada peserta pemilu dan/atau
calon anggota DPR, DPD, DPRD, Presiden serta Wakil Presiden, dan Kepala
daerah serta wakil kepala daerah untuk membuat dan melaksanakan keputusan
politik sesuai dengan kehendak rakyat; (2) Mekanisme perubahan politik
mengenai pola arah kebijakan publik; (3) Mekanisme pemindahan berbagai
macam perbedaan dan pertentangan kepentingan dari masyarakat ke dalam
lembaga legislatif dan eksekutif untuk dibahas dan diputuskan secara terbuka
dan beradab.
2.  Menurut Syamsuddin Haris
Pemilu sebagai “Aktivitas Politik” sehingga dapat dikatakan sebagai kegiatan

untuk membentuk suatu pemerintahan melalui hasil pemilu.
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3. Menurut Ali Moertopo
Pemilu adalah sarana yang tersedia bagi rakyat untuk menjalankan
kedaulatannya yang bersesuaian dengan asas Yyang tercantum dalam
Pembukaan UUD 1945. Pemilu pada dasarnya adalah suatu lembaga
demokrasi yang memilih anggota — anggota perwakilan rakyat dalam MPR,
DPR, DPRD yang pada gilirannya bertugas untuk bersama — sama dengan

pemerintah menetapkan politik dan jalannya pemerintahan negara.

Selain pengertian menurut para ahli, Indonesia dalam sejarahnya telah
mengatur pemilu berdasarkan ketentuan per undang — undangan. Ketentuan
tersebut merupakan pengaturan secara normatif penyelenggaraan pemilu
sebagai sarana kedaulatan rakyat dalam negara demokrasi. Berikut peraturan

per undang - undangan yang mengatur mengenai pemilu:

1. Undang — Undang Nomor 8 Tahun 2012
Menurut Undang - Undang Nomor 8 Tahun 2012 pasal 1 ayat (1), pemilu
adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam lingkup Negara Kesatuan
Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia tahun 1945.

2. Undang — Undang Nomor 7 Tahun 2017
Menurut Undang — Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 1 angka 1, Pemilihan
umum yang selanjutnya disebut pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk
memilih anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih
anggota DPRD vyang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia,
jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan

Pancasila dan Undang — Undang Dasar 1945.

2.3.2 Tujuan Pelaksanaan Pemilihan Umum

Pelaksanaan pemilihan umum yang diadakan setiap 5 tahun sekali, bertujuan untuk
mewujudkan kedaulatan rakyat. Menurut Prihatmoko, pelaksanaan pemilihan

umum memiliki tiga tujuan lainya. Tujuan itu mencakup sebagai berikut:


https://haloedukasi.com/negara-kesatuan-republik-indonesia
https://haloedukasi.com/negara-kesatuan-republik-indonesia
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1. Sistem kerja yang ditetapkan untuk melakukan pemilihan atau penyeleksian
terhadap para pemimpin yang mengajukan diri beserta dengan alternatif
kebijakan yang menyertainya.

2. Pemilihan umum ini juga dijadikan sebagai suatu sarana pemindahan konflik
kepentingan yang terjadi di antara masyarakat. Konflik kepentingan itu
dialihkan kepada lembaga perwakilan rakyat yang telah ditetapkan dalam
pemilihan umum.

3. Pelaksanaan pemilu juga dijadikan sebagai suatu sarana untuk menggerakkan
dan memobilisasi segala dukungan masyarakat terhadap kemajuan negara dan

juga Pemerintahannya.
2.4 Kerangka Pikir

Kerangka pikir dalam penelitian ini akan menuntun penulis untuk mencari data dan
informasi dalam penelitian ini untuk menyelesaikan permasalahan. Pada penelitian
ini, dari memakai teori Grindle (1997) dimana teori ini lebih cenderung melihat
bagaimana penguatan integritas penyelenggara Pemilu adhoc kecamatan pada
pemilihan umum tahun 2024 yang dimana pada teori ini memfokuskan mengenai
penguatan pada penyelenggara pemilu tingkat adhoc kecamatan. Berikut ini adalah
gambaran kerangka pikir dalam Penguatan Integritas Penyelenggara Pemilu
Tingkat Adhoc Kecamatan Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 (Studi di Bawaslu
Kota Bandar Lampung).
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Permasalahan:
1. Penyalahgunaan Kewenangan oleh
Penyelenggara Pemilu Adhoc
2. Netralitas Penyelenggara Pemilu Adhoc

v
Penguatan Integritas Penyelenggara Pemilu Tingkat

Adhoc Kecamatan Pada Pemilihan Umum Tahun 2024

(Studi di Bawaslu Kota Bandar lampung)

A 4
Indikator Penguatan menurut Grindle (1997):

1. Pengembangan Individu
- Peningkatan pengetahuan
- Tingkah laku
- Pengelompokkan kerja
- Motivasi

2. Penguatan Organisasi:

- Peningkatan struktur organisasi

Pengambilan keputusan

Prosedur dan mekanisme pengaturan sarana
dan prasarana

- Hubungan lingkungan dan jaringan organisasi

A

Penyelenggara Pemilu Adhoc Penyelenggara Pemilu Adhoc

Kecamatan Yang Berintegritas Kecamatan Yang Tidak Berintegritas

Gambar 1. Kerangka Pikir
Sumber diolah oleh Peneliti, 2023



I11. METODE PENELITIAN

3.1 Tipe Penelitian

Penelitian yang berjudul “Penguatan Integritas Penyelenggara Pemilu Tingkat
Adhoc Kecamatan Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 (Studi di Bawaslu Kota
Bandar Lampung)” menggunakan tipe penelitian deskriptif dengan pendekatan
kualitatif. Tujuannya adalah untuk mengetahui apa yang dilakukan oleh Bawaslu
Kota Bandar Lampung pada penerapan nilai integritas penyelenggara Pemilu
tingkat adhoc kecamatan dalam mencegah terjadinya pelanggaran yang dilakukan

oleh Penyelenggara Pemilu adhoc kecamatan pada pemilihan tahun 2024.

Penelitian ini menggunakan bentuk pendekatan kualitatif bertujuan untuk
mengembangkan konsep sensitivitas pada masalah yang dihadapi, menerangkan
realitas yang berkaitan dengan penelusuran teori dari bawah dan mengembangkan

pemahaman akan satu atau lebih dari fenomena yang dihadapi.

3.2 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat peneliti melakukan penelitian, terutama dalam
menangkap fenomena atau peristiwa yang sebenarnya terjadi dari objek yang
diteliti dalam rangka mendapatkan data penelitian yang akurat nantinya. Melihat
dasar masalah yang ada masih minimnya nilai integritas penyelenggara pemilu
tingkat adhoc kecamatan, terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh Panwaslu
kecamatan dan masih kurang optimalnya Bawaslu Kota Bandar Lampung dalam

menjalankan programnya dalam penguatan nilai integritas



22

para penyelenggara Pemilu adhoc kecamatan. Untuk itu, lokasi penelitian ini
terdapat di Bawaslu Kota Bandar Lampung.

3.3 Fokus Penelitian

Penelitian ini memfokuskan pada hasil kerja Bawaslu Kota Bandar lampung dalam
menangani kasus mengenai penguatan nilai integritas penyelenggara pemilu tingkat
adhoc kecamatan pada pemilihan umum tahun 2024. Melihat dimana Bawaslu Kota
Bandar lampung dilihat kurang efektif dalam menjalankan programnya secara
optimal karena masih adanya panitia pengawas yang melakukan penyalahgunaan
kewenangan dan pelanggaran kode etik. Dalam hal ini Bawaslu Kota Bandar
lampung memfokuskan pada penguatan integritas penyelenggara pemilu tingkat
adhoc kecamatan untuk mendapatkan Panwaslu yang berintegritas. Dengan
menggunakan indikator Grindle (1997) mengemukakan terdapat 2 (dua) indikator

penguatan, yaitu,;

a. Pengembangan Individu
Dalam hal ini pengembangan individu membahas mengenai pengembangan
sumber daya manusia untuk meningkatkan kapasitas individu dan
melaksanakan tanggungjawab profesional dan teknisnya. Dilakukan dengan

peningkatan pengetahuan, tingkah laku, pengelompokan kerja dan motivasi.

b. Penguatan Organisasi
Dilakukan dengan meningkatkan fungsi struktur organisasi, proses
pengambilan keputusan, prosedur dan mekanisme pengaturan sarana

prasarana, hubungan dengan lingkungan dan jaringan organisasi.
3.4 Jenis dan Sumber Data

Sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata - kata, tindakan, dan
selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain - lain. Dilihat dari
sumber datanya, maka pengumpulan data dapat menggunakan sumber data primer
dan sumber data sekunder. Sumber primer adalah sumber data yang langsung

memberikan data kepada pengumpul data, dan sumber daya sekunder merupakan
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sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data,
misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen (Sugiyono, 2019). Berdasarkan
sumber data, maka klasifikasi sumber — sumber data tersebut ke dalam jenis — jenis

data, yaitu:

1. Data Primer
Dalam penelitian ini, data berasal dari wawancara serta observasi langsung
oleh peneliti. Data primer diperoleh melalui proses pengumpulan data dengan
teknik wawancara dan observasi dengan Anggota Bawaslu, Pemantau Pemilu

dan Panitia Pengawas Kecamatan.

2. Data Sekunder
Sumber sekunder diambil dari bahan — bahan tertulis seperti Undang — undang
dan peraturan terkait serta referensi tambahan yang dapat mendukung dalam

data penelitian.

3.5 Informan Penelitian

Informan penelitian yang digunakan peneliti ini adalah informan yang dapat
memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian yaitu yang
mengetahui dan paham mengenai permasalahan yang diteliti. Informan pada

penelitian ini yaitu sebagai berikut:

Tabel 2. Informan Penelitian

No Nama Jabatan

Muhammad Asep Setiawan, | Koordinator Divisi SDM, Organisasi,

S.Fil.,I.,M.Ag Pendidikan dan Pelatihan
5 Yahnu Wiguno Sanyoto, Koordinator Divisi Penanganan
S.I.LP.,, M.1.P. Pelanggaran, Data dan Informasi

o ) | Kepala Sekretariat Bawaslu Kota Bandar
3 | Firdinan Islami, S.STP.M.Si.
Lampung

Wakil Ketua Jaringan Pendidikan Pemilih
untuk Rakyat (JPPR)

4 | Amri Madarani
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No Nama Jabatan
5 | Erwin Aruan Anggota Panwaslu Kecamatan Kedaton
Anggota Panwaslu Kecamatan Bumi
6 | Nenda, S.Sos
Waras
7 | Fathurachman Anggota Panwaslu Kecamatan Sukabumi
8 | lin Tajudin, S.I.P. Anggota Panwaslu Kecamatan Panjang

Adapun alasan peneliti memilih infoman di atas, dikarenakan menurut peneliti

informan tersebut berkompeten untuk dapat menjawab persoalan yang terdapat

pada penelitian ini. Dimana para informan di atas merupakan orang-orang yang

berkompeten di bidangnya.

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Ada beberapa teknik pengambilan data yang dapat dilakukan, adapun teknik

pengumpulan data yang kali ini dilakukan oleh penulis yaitu:

1.

Observasi (Pengamatan)

Observasi atau pengamatan yang dilakukan secara sengaja, sistematis
mengenai fenomena sosial dengan gejala-gejala psikis untuk kemudian
dilakukan pengamatan. Observasi pada dasarnya merupakan sebuah teknik
pengumpulan data yang mewajibkan peneliti turun ke lapangan untuk
mengamati hal-hal yang berkaitan dengan ruang, waktu, tempat, kegiatan,
peristiwa, benda-benda, dan tujuan. Observasi adalah dasar dasar semua ilmu
pengetahuan. Marshall juga menyebutkan bahwa melalui observasi, peneliti
belajar tentang perilaku, dan makna dari perilaku tersebut (Nasution dalam
Sugiyono, 2019: 226).

Wawancara

Wawancara dalam suatu penelitian yang bertujuan mengumpulkan keterangan
tentang kehidupan manusia dalam mengumpulkan keterangan tentang
bagaimana proses penguatan integritas penyelenggara pemilu tingkat adhoc
kecamatan pada orang — orang yang berkompeten untuk menjawab persoalan

tersebut sebagai metode pembantu utama dari metode observasi.
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Wawancara dilakukan secara mendalam dengan terlebih dahulu menentukan
informan sesuai dengan kompetensi dan tugasnya pada Penyelenggara Pemilu
tingkat adhoc kecamatan Pada Pemilihan tahun 2024 Kota Bandar Lampung.
Penelitian ini menggunakan wawancara semi terstruktur yaitu proses
wawancara dengan menggunakan panduan wawancara yang berasal dari
pengembangan topik dan mengajukan pertanyaan, dalam penggunaannya lebih

fleksibel dan bertujuan untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka.

Dengan wawancara ini, peneliti dapat menghasilkan data sebanyak -
banyaknya data yang masih dipertanyakan sebelumnya dengan tujuan untuk
menggali, memperoleh informasi secara lengkap sesuai yang sebenarnya
terjadi di lapangan yaitu mengenai penguatan integritas penyelenggara pemilu
tingkat adhoc kecamatan pada pemilihan umum tahun 2024.

Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen
merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara
dalam penelitian kualitatif (Sugiyono, 2019: 240). Dokumentasi dalam
penelitian ini, dimaksudkan untuk memperoleh data sekunder dan merupakan
teknik bantu dalam pengumpulan data. Metode pengumpulan data dengan cara
melihat Kembali literatur, benda - benda tertulis seperti dokumentasi,
handphone untuk keperluan recording, dan buku untuk kepentingan mencatat
segala hal penting untuk ditulis berdasarkan Perbawaslu Nomor 3 Tahun 2022

Tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum.

3.7 Teknik Pengelolaan Data

Data yang telah diperoleh dari lapangan selanjutnya dilakukan pengolahan data.

Teknik pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini diuraikan sebagai
berikut:

Editing Data
Editing data merupakan kegiatan dalam penelitian yang dilaksanakan dengan
menentukan kembali data yang berhasil diperoleh dalam menjamin
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validitasnya serta untuk segera dipersiapkan pada proses selanjutnya. Dalam
proses tersebut, peneliti mengolah data hasil wawancara dengan disesuaikan
pada pertanyaan - pertanyaan pada fokus pedoman wawancara dan menentukan
data - data yang diperlukan untuk penulisan. Mengolah kegiatan observasi
yaitu peneliti mengumpulkan data - data yang menarik dari hasil pengamatan
sehingga dapat ditampilkan dengan baik.

2. Interpretasi Data
Pada tahap interpretasi data, data penelitian yang telah dideskripsikan baik
melalui narasi maupun tabel selanjutnya diinterpretasikan sehingga dapat
ditarik kesimpulan sebagai hasil penelitian. Interpretasi penulisan juga
dilakukan dalam menampilkan data yang diperoleh dari cerita-cerita yang
bersifat rahasia. Penulis memilih kata — kata terbaik sehingga tidak
menimbulkan kesan yang dapat merugikan banyak pihak. Hasil penelitian
dijabarkan dengan lengkap pada lampiran. Lampiran juga ditentukan relevan

dengan hasil penelitian.

3.8 Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang
diperoleh dari wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara
mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit — unit,
melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting mana
yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah untuk dipahami
oleh diri sendiri maupun orang lain (Sugiyono, 2020: 131). Analisis data merupakan
hal yang bersifat kritis dalam proses penelitian kualitatif. Karena analisis digunakan
untuk memahami hubungan dan konsep dalam data sehingga hipotesis dapat di
kembangkan dan di evaluasi.

1. Reduksi Data
Reduksi data yaitu data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak
untuk itu peneliti dalam proses penelitian melakukan penyederhanaan,
pemusatan data — data dari hasil penelitian wawancara di lapangan, yang

bertujuan agar memudahkan penulis dalam melihat hasil penelitian wawancara
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dan memudahkan para pembaca melihat hasil penelitian wawancara dengan

hasil yang sederhana dan akurat.

Penyajian Data

Penyajian data dalam hal ini dilakukan agar data hasil reduksi dapat
terorganisasikan dengan baik dan tersusun dalam pola hubungan sehingga
memudahkan bagi para pembaca untuk memahami data penelitian. Penyajian
data dalam penelitian kualitatif penyajian datanya dapat dilakukan dalam
bentuk uraian singkat berupa bagan, hubungan antar kategori dan lain-lain.

Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan awal yang dikemukakan dalam penelitian kualitatif masih bersifat
sementara, kemudian akan berubah - ubah bila tidak ditemukan bukti - bukti
yang kuat yang dapat mendukung data pada tahap pengumpulan berikutnya.
Kesimpulan yang dicapai mampu menjawab rumusan masalah yang telah
dirumuskan sejak awal yaitu yang berkaitan dengan Penguatan Integritas
Penyelenggara Pemilu Tingkat Adhoc Kecamatan Pada Pemilihan Umum
Tahun 2024 (Studi di Bawaslu Kota Bandar Lampung).



IV. GAMBARAN UMUM

4.1 Gambaran Umum Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia
4.1.1 Sejarah Badan Pengawas Pemilihan

Pelaksanaan Pemilihan Umum di Indonesia dikenal dengan sebutan Pemilu. Pemilu
pertama Kkali dilakukan di Indonesia pada tahun 1955 yang dikenal dengan istilah
Pengawasan Pemilu. Pada saat itu sudah terbangun kepercayaan di seluruh warga
Negara tentang penyelenggaraan Pemilu yang dimaksudkan untuk membentuk
lembaga parlemen yang saat itu dikenal dengan istilah konstituante. Meskipun ada
pertentangan ideologi yang sangat ketat, akan tetapi dapat dikatakan pada saat itu
sangat minim kecurangan dalam proses tahapan, jika pun terjadi, hal itu terjadi

diluar wilayah pelaksanaan Pemilu.

Gesekan yang muncul tersebut merupakan konsekuensi yang logis dalam
pertarungan ideologi pada saat itu. Akan tetapi sampai saat ini, masih muncul
keyakinan bahwa Pemilu tahun 1955 merupakan Pemilu di Indonesia yang paling
ideal diantara Pemilu lainnya sampai saat ini. Kelembagaan Pengawas Pemilu baru
muncul pada pelaksanaan Pemilu pada tahun 1982 dengan nama Panitia Pengawas
Pelaksanaan Pemilu atau dikenal dengan nama Panwaslak Pemilu. Akan tetapi pada
saat itu sudah mulai muncul ketidakpercayaan masyarakat terhadap pelaksanaan
Pemilu yang mulai dikooptasi oleh rezim penguasa. Pembentukan Panwaslak
Pemilu pada tahun 1982 dilatarbelakangi oleh protes - protes atas banyaknya
pelanggaran dan manipulasi penghitungan suara yang dilakukan oleh para petugas

Pemilu pada Pemilu 1971.
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Karena pelanggaran dan kecurangan Pemilu yang terjadi pada tahun 1971 tersebut,
selanjutnya yang terjadi pada Pemilu tahun 1977 jauh lebih masif. Banyak protes -
protes dilakukan yang kemudian direspon Pemerintah dan DPR yang didominasi
Golkar dan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI). Sampai pada
akhirnya muncullah gagasan memperbaiki Undang - Undang yang bertujuan
meningkatkan kualitas Pemilu tahun 1982. Maka demi memenuhi tuntutan Partai
Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Demokrasi Indonesia (PDI), maka
pemerintah setuju untuk menempatkan wakil peserta Pemilu kedalam kepanitiaan
Pemilu. Selain itu juga pemerintah mengintroduksi adanya badan baru yang akan
terlibat dalam urusan Pemilu untuk mendampingi Lembaga Pemilihan Umum
(LPU).

Selanjutnya pada era reformasi, tuntutan pembentukan penyelenggara Pemilu yang
bersifat mandiri dan bebas dari kooptasi penguasa semakin menguat. Untuk itulah
pada akhirnya dibuatlah sebuah lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat
independen yang diberi nama KPU (Komisi Pemilihan Umum). Hal tersebut
bertujuan untuk meminimalisir campur tangan penguasa dalam pelaksanaan Pemilu
mengingat Penyelenggara Pemilu sebelumnya yaitu Lembaga Pemilihan Umum
(LPU), yang merupakan bagian dari Kementerian Dalam Negeri. Di satu sisi lain,
lembaga Pengawas Pemilu juga berubah dari Panwaslak Pemilu menjadi Panitia
Pengawas Pemilu (Panwaslu).

Perubahan terkait kelembagaan pengawas Pemilu tersebut baru dilakukan melalui
Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2003. Dimana menurut Undang - Undang
tersebut, dalam pelaksanaan Pengawasan Pemilu dibentuk sebuah lembaga adhoc
terlepas dari struktur KPU yang terdiri dari Panwaslu, Panwaslu Provinsi, Panwaslu
Kabupaten/Kota, dan Panwaslu Kecamatan. Kemudian, kelembagaan Pengawas
Pemilu saat itu dikuatkan kembali melalui Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2007
tentang Penyelenggara Pemilu dengan dibentuknya sebuah lembaga tetap yang
dinamakan Bawaslu. Adapun aparatur Bawaslu dalam pelaksanaan Pengawasan

berada sampai dengan tingkat kelurahan/desa dengan urutan Panwaslu Provinsi,
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Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, dan Panwaslu Lapangan (PPL)
ditingkat Kelurahan/Desa

Berdasarkan Undang — Undang Nomor 22 tahun 2007, sebagian kewenangan dalam
pembentukan Panwaslu merupakan kewenangan dari KPU, akan tetapi selanjutnya
berdasarkan Keputusan Mahkamah Konstitusi terhadap judicial review yang
dilakukan oleh Bawaslu terhadap Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2007,
rekrutmen Panwaslu sepenuhnya menjadi kewenangan dari Bawaslu. Kewenangan
utama dari Pengawas Pemilu menurut Undang-Undang tersebut adalah untuk
mengawasi pelaksanaan tahapan Pemilu, menerima pengaduan, serta menangani
kasus-kasus pelanggaran administrasi, pelanggaran pidana Pemilu serta kode etik.
Dinamika kelembagaan Pengawas Pemilu ternyata masih berjalan dengan terbitnya
Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilu.

Secara kelembagaan Pengawas Pemilu dikuatkan kembali dengan dibentuknya
lembaga tetap Pengawas Pemilu di tingkat Provinsi dengan nama Bawaslu Provinsi.
Selain itu juga pada bagian kesekretariatan, Bawaslu didukung oleh unit
kesekretariatan eselon | dengan jabatan Sekretariat Jenderal Bawaslu. Selanjutnya
pada konteks kewenangan, selain kewenangan yang diatur dalam Undang - Undang
Nomor 22 Tahun 2007, Bawaslu juga mendasarkan Undang - Undang Nomor 15
Tahun 2011 yang juga memiliki kewenangan untuk menangani sengketa Pemilu.

Berdasarkan sejarah lembaga Penyelenggara Pemilu tersebut, dapat dikatakan
bahwa lembaga penyelenggara Pemilu telah mengalami berbagai perubahan.
Selanjutnya kaitannya dengan penelitian ini adalah bahwa peneliti ingin
mengetahui bagaimana penguatan integritas penyelenggara pemilu tingkat adhoc
kecamatan pada pemilihan umum tahun 2024 (Studi di Bawaslu Kota Bandar
Lampung) dalam proses pelaksanaan kewenangan panitia pengawas dari tingkat
Kecamatan hingga yang paling rendah, dimana Bawaslu dalam hal ini merupakan

salah satu Lembaga Penyelenggara Pemilu.
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4.1.2 Visi, Misi dan Tujuan Badan Pengawas Pemilu
a) Visi Badan Pengawas Pemilihan Umum

Pada tahun 2017, terjadi 2 (dua) kondisi yang sangat penting dan
mempengaruhi arah perjalanan kelembagaan Bawaslu mendatang, yakni
ditetapkannya peraturan per undang - undangan tentang Pemilihan Umum,
Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagai pengganti atas beberapa
peraturan  perundang-undangan tentang Pemilu sebelumnya, serta
ditetapkannya Ketua dan Anggota Bawaslu periode 2017-2022. Kehadiran
peraturan perundang-undangan tentang penyelenggaraan Pemilu membawa

beberapa perubahan fundamental, yang meliputi antara lain:

1. Sistem penyelenggaraan Pemilihan Umum;

2. Penguatan tugas, wewenang, dan kewajiban pengawas Pemilu.

3. Peningkatan status kelembagaan pengawas Pemilu ditingkat
kabupaten/kota dari semula adhoc menjadi permanen; dan

4. Penguatan struktur kelembagaan kesekretariatan organisasi.

Di sisi lain, kehadiran kepemimpinan baru di Bawaslu juga membawa beberapa
pemikiran untuk meningkatkan dan mempertajam arah pembangunan
kelembagaan pengawas Pemilu. Oleh karena itu, diperlukan penyesuaian atas
rencana strategis Bawaslu guna mengakomodasi beberapa perubahan
fundamental tersebut di atas. Dalam rangka penyesuaian tersebut, maka
ditetapkan Visi Bawaslu 2020-2024 sebagai berikut: “Menjadi Lembaga
Pengawas Pemilu yang Terpercaya”.

Penjelasan Visi: Penyelenggaraan Pemilu merupakan kerja bersama seluruh
komponen bangsa. Keberhasilan atau kegagalan Pemilu, banyak ditentukan
oleh banyak faktor dan aktor. Oleh karena itu, Bawaslu bertekad untuk menjadi
aktor yang menyinergikan seluruh potensi bangsa dalam mewujudkan Pemilu
yang demokratis dan berintegritas. Proses penyelenggaraan Pemilu khususnya
pencegahan dan pengawasan harus melibatkan seluruh elemen bangsa, baik

dari unsur masyarakat maupun pemangku kepentingan (stakeholders) Pemilu
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dilaksanakan secara transparan, akuntabel, kredibel, dan partisipatif, serta
diarahkan untuk menyelesaikan permasalahan Pemilu di semua tahapan
Pemilu, dimana tujuan akhirnya adalah Bawaslu dapat berkembang menjadi
lembaga yang paling dipercaya dan diandalkan oleh rakyat Indonesia dalam
mengawasi penyelenggaraan Pemilu. Sejalan dengan itu, maka pengertian kata
tepercaya, adalah sebagai berikut:

Dalam hal ini, ‘terpercaya’ dapat diartikan sebagai aktivitas melakukan
pengawasan, penindakan pelanggaran Pemilu dan penyelesaian sengketa
Pemilu secara profesional, berintegritas, netral, transparan, akuntabel, kredibel,
dan partisipatif sesuai dengan asas dan prinsip umum penyelenggaraan Pemilu
demokratis, sehingga menumbuhkan legitimasi hukum serta moral politik dari
publik.

Misi Badan Pengawas Pemilihan Umum

Untuk menjabarkan Visi Badan Pengawas Pemilu yang dilaksanakan oleh

seluruh Satuan Kerja selama periode 2020-2024. Adapun Misi Bawaslu adalah:

1. Meningkatkan kualitas pencegahan dan pengawasan pemilu yang inovatif
serta kepeloporan masyarakat dalam pengawasan partisipatif;

2. Meningkatkan kualitas penindakan pelanggaran dan penyelesaian
sengketa proses pemilu yang progresif, cepat dan sederhana;

3. Meningkatkan kualitas produk hukum yang harmonis dan terintegrasi;

4. Memperkuat sistem teknologi informasi untuk mendukung Kinerja
pengawasan, penindakan serta penyelesaian sengketa pemilu terintegrasi,
efektif, transparan dan aksesibel;

5. Mempercepat penguatan kelembagaan, dan SDM pengawas serta aparatur
Sekretariat di seluruh jenjang kelembagaan pengawas pemilu, melalui
penerapan tata kelola organisasi yang profesional dan berbasis teknologi
informasi sesuai dengan prinsip tata-pemerintahan yang baik dan bersih.

Misi Bawaslu dimaksudkan untuk “Menjadi Lembaga Pengawas Pemilu yang

Terpercaya.” Sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan Bawaslu. Hal ini
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menegaskan bahwa Bawaslu bertanggungjawab untuk menghasilkam Pemilu
Presiden — Wakil Presiden, anggota DPR, DPD dan DPRD serta pemilihan
kepala daerah: Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta
Walikota dan Wakil Walikota yang demokratis, berintegritas dan berkualitas:
transparan, akuntabel, kredibel dan partisipatif sebagaimana diamanatkan oleh
Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017.

Misi Pertama Bawaslu yaitu untuk mengembangkan pola dan metode
pengawasan dalam rangka pencegahan pelanggaran yang efektif dengan
bertopang pada pengembangan manajemen resiko Pemilu yang didasarkan
pada Indeks Kerawanan Pemilu. Bawaslu juga harus sadar atas dukungan
seluruh elemen bangsa terutama masyarakat dalam melaksanakan pengawasan
Pemilu. Pengawasan pemilu sangat dibutuhkan untuk mewujudkan demokrasi
substantive yaitu penerapan prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan Pemilu
yang tidak hanya bertopang kepada kepatuhan prosedural. Akan tetapi juga
pada nilai substansif Pemilu. Dalam mewujudkan misi ini, fungsi dan peran
Bawaslu dalam memfasilitasi dan memberdayakan komunitas Pemantau
Pemilu dan sekaligus mengupayakan ketahanan mereka menjadi agenda
penting yang perlu dilakukan dalam jangka waktu lima tahun kedepan. Dalam
mewujudkan misi ini Bawaslu perlu memperkuat nilai integritas pada panitia
pengawas pemilu khususnya panitia pengawas kecamatan yang dimana pernah
terjadi pelanggaran didalamnya.

Selanjutnya misi kedua Bawaslu terkait peningkatan kualitas penindakan dan
penyelesaian sengketa Pemilu menjadi sangat penting untuk diwujudkan kaena
ketegasan Bawaslu dalam menindak pelanggaran Pemilu diperlukan dalam
menjamin kelancaran penyelenggaraan Pemilu sehingga dapat meminimalisir
potensi pelanggaran yang akan terjadi. Selanjutnya untuk mewujudkan kelima
misi Bawaslu, Dalam misi ketiga diperlukan dukungan kerangka hukum teknis
pengawasan yang bersifat progresif melalui proses pembuatan peraturan secara

cermat dan partisipatif.
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Pengawasan Pemilu merupakan sebuah kerja besar yang perlu didukung
dengan suatu sistem kontrol dan manajemen, serta teknologi yang berskala
luas, terstruktur, sistematis dan integratif. Dalam hal ini maka Bawaslu perlu
memperkuat sistem teknologi informasi untuk mendukung Kinerja
pengawasan, penindakan serta penyelesaian sengketa ini semakin diperkuat,
terutama dalam penanganan pelanggaran administrasi dan penyelesaian
sengketa Pemilu. Dalam misi keempat ini juga Bawaslu diarahkan untuk dapat
memperkuat kinerja pengelolaan informasi dan data secara berkualitas dan

mudah diakses.

Dalam misi kelima Bawaslu harus mempercepat penguatan kelembagaan dan
sumber daya manusia pengawas serta aparatur (PNS dan Non-PNS) di seluruh
jajaran kelembagaan pengawas pemilu terutama di tingkat Kabupaten/Kota
melalu penerapan tata Kelola organisasi secara profesional yang sesuai dengan
prinsip tata pemerintahan yang baik dan bersih. Hal ini juga perlu ditunjang
dengan pembangunan dan pengelolaan sistem peningkatan kapasitas SDM
Pengawas Pemilu, baik komisioner pengawas Pemilu maupun pegawai

sekretariat Bawaslu baik dari unsur PNS maupun Non-PNS.

Upaya untuk memperkuat integritas penyelenggara pemilu tingkat adhoc
diperlukan penanganan dari Bawaslu mengingat posisi dan peran Bawaslu
sebagai pengawas pemilu diperlukan oleh kemampuan Lembaga dalam
menjaga marwah organisasi dan seluruh aparaturnya. Peningkatan integritas
pengawas pemilu ini ditempuh melalui penguatan fungsi pembinaan dan
pengendalian internal, terutama dengan memperkuat nilai integritas pada
jajaran pengawas pemilu adhoc khususnya panitia pengawas kecamatan.
Penguatan nilai integritas ini menjadi salah satu agenda penting yang hendak
diwujudkan oleh Bawaslu. Dan dalam misi kelima ini sudah mencakup upaya
memperkuat sistem pengawasan dan pengendalian internal yang kuat, guna
mencegah terjadinya mal-administrasi, miss-management serta abuse of power

yang dapat melahirkan praktik - praktik korupsi, kolusi dan nepotisme.
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¢) Tujuan Badan Pengawas Pemilihan Umum

Pemilu merupakan satu - satunya prosedur demokrasi melegitimasi
kewenangan dan tindakan para wakil rakyat untuk melakukan tindakan
tertentu. Pemilu adalah mekanisme sirkulasi dan regenerasi kekuasaan. Melalui
pemilu diharapkan proses politik yang berlangsung akan melahirkan suatu
pemerintahan baru yang sah, demokratis dan benar-banar mewakili

kepentingan masyarakat pemilih.

Bawaslu sebagai Lembaga yang bertugas mengawasi penyelenggara diseluruh
wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, melalui tugas fungsi dan
kewenangan pengawasan pemilu Bawaslu didorong untuk mencegah dan
menindak seluruh kekuatan politik yang tidak demokratis baik dari luar
Negara/pemerintah yang potensial mengancam dan terbukti merusak proses
dan hasil pemilu. Atas dasar itulah, Bawaslu melakukan melalukan upaya baik
internal maupun eksternal secara berkelanjutan dan konsisten secara tugas,
fungsi dan perannya melalui suatu Rencana Strategis (Renstra). Upaya internal

dan eksternal yang dimaksud, yaitu:

1. Pembuatan dan peningkatan mutu regulasi pengawas pemilu;

2. Peningkatan profesionalisme, spesialisasi dan integritas struktur
kelembagaan pengawas pemilu

Peningkatan dukungan layanan administrasi, organisasi dan manajemen;
Peningkatan kapasitas kapabilitas personal pengawas pemilu;

Pengembangan pola dan metode pengawasan;

o g k~ w

Penguatan sistem kontrol nasional, dalam satu manajemen pengawasan
yang bersifat terstruktur, sistematis dan integratif berbasis teknologi;

7. Peningkatan dukungan sarana dan prasarana;

8. Kerjasama antar lembaga, dan

9. Peningkatan pelibatan masyarakat dalam pengawasan partisipatif

Dalam upaya pengawasan penyelenggara pemilu Bawaslu telah melakukan
upaya pada eksternal maupun internal. Hal ini mencakup kedalam tujuan pokok

dan fungsi Bawaslu sebagai berikut:
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1. Membangun aparatur dan kelembagaan pengawas pemilu yang Kuat,
mandiri dan solid,;

2. Sistem pengawasan yang mencegah sedini mungkin pelanggaran dan

sengketa dalam pemilu;

Mengembangkan pola dan metode pengawasan yang efektif

Meningkatkan kualitas dan efektivitas kinerja pengawasan pemilu;

Mengefektifkan penindakan pelanggaran pemilu;

Menyelesaikan sengketa pemilu secara adil dan efektif;

Meningkatkan kualitas penanganan pelanggaran dalam pemilu, dan

O N o 0o &~ w

Meningkatkan mutu data dan informasi pengawasan pemilu: pencegahan,

penindakan serta penyelesaian sengketa.
4.1.3 Tugas dan Kewajiban Badan Pengawas Pemilu

Tugas, wewenang dan Kewajiban Badan Pengawas Pemilu berdasarkan amanat
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum adalah sebagai
berikut:

a) Menyusun standar tata laksana pengawasan Penyelenggaraan Pemilu untuk
pengawas Pemilu di setiap tingkatan;
b) Melakukan pencegahan dan penindakan terhadap:
1. Pelanggaran Pemilu; dan
2. Sengketa Proses Pemilu.
c) Mengawasi persiapan Penyelenggaraan pemilu, yang terdiri atas:
1. Perencanaan dan penetapan jadwal tahapan Pemilu;
2. Perencanaan pengadaan logistik oleh KPU
3. Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu; dan
4. Pelaksanaan persiapan lainnya dalam Penyelenggaraan Pemilu sesuai
dengan ketentuan per undang — undangan.
d) Mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu, yang terdiri atas:
1. Pemutakhiran data pemilih dan penetapan daftar pemilih sementara serta
daftar pemilih tetap;

2. Penataan dan penetapan daerah pemilihan DPRD kabupaten/kota;



f)
9)
h)

)
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Penetapan Peserta Pemilu;
4. Pencalonan sampai dengan penetapan Pasangan Calon, Calon anggota
DPR, DPD, dan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan per undang —
undangan;
Pelaksanaan dan dana kampanye;
Pengadaan logistik Pemilu dan Pendistribusiannya;

Pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara hasil Pemilu di TPS;

© N o o

Pergerakan surat suara, berita acara perhitungan suara dan sertifikat hasil

perhitungan suara dari tingkat TPS sampai ke PPK;

9. Rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara ualng, Pemilu lanjutan dan
Pemilu susulan; dan

10. Penetapan hasil Pemilu.

Mencegah terjadinya praktik politik uang;

Mengawasi netralitas ASN, TNI dan Polri;

Mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan;

Menyampaikan dugaan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu kepada

DKPP;

Menyampaikan dugaan tindak pidana Pemilu kepada Gakkumdu;

Mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta melaksanakan penyusutan

berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan per undang

— undangan;

Mengevaluasi pengawasan Pemilu;

Mengawasi pelaksanaan Peraturan KPU; dan

Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan per undang —

undangan.

Selanjutnya terdapat kewajiban — kewajiban yang dilaksanakan oleh Bawaslu.

Adapun Kewajiban dari Badan Pengawas Pemilihan Umum yakni:

1.
2.

Bersikap adil dalam menjalankan tugas dan wewenang;
Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Pengawas

Pemilu pada semua tingkatan;
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3. Menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Presiden dan DPR sesuai

dengan tahapan Pemilu secara periodik dan/atau berdasarkan kebutuhan;

4. Mengawasi pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan

yang dilakukan oleh KPU dengan memperhatikan data kependudukan sesuai

dengan ketentuan peraturan per undang — undangan; dan

5. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan per undang — undangan.

4.1.4 Arah Kebijakan dan Strategi Badan Pengawas Pemilu

Sejalan dengan visi, misi, dan tujuan Bawaslu dalam rangka mewujudkan Pemilu

demokratis, berintegritas, dan berkualitas, mutlak diperlukan suatu strategi yang

berkualitas serta dapat mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional.

Strategi yang akan dilaksanakan Bawaslu meliputi strategi internal dan strategi
eksternal pada periode 2020-2024 adalah:

1. Arah Kebijakan Badan Pengawas Pemilu

Terdapat dua (2) arah kebijakan Bawaslu diantaranya:

a)

b)

Penguatan fungsi pengawasan, penindakan dan penyelesaian sengketa
proses Pemilu melalui peningkatan efektivitas sistem pengawasan,
penindakan dan penyelesaian sengketa proses Pemilu yang terintegrasi;
peningkatan kapasitas penyelenggara dan sekretariat dalam pengawasan
pemilu, penindakan serta penyelesaian sengketa proses Pemilu;
peningkatan kualitas pelayanan dalam menjalankan fungsi pengawasan,
penindakan dan penyelesaian sengketa pemilu; Peningkatan kualitas
regulasi pengawasan, penindakan dan penyelesaian sengketa proses
Pemilu yang terintegritas; pembangunan jaringan infrastruktur
persidangan yang modern dan terintegrasi dalam penyelesaian sengketa
proses Pemilu dsb.

Peningkatan dukungan manajemen serta dukungan struktur kelembagaan
Pengawas Pemilu melalui peningkatan dukungan manajemen Bawaslu,
Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota dan pelaksanaan
reformasi birokrasi secara konsisten dan kontinu dalam rangka penerapan

nilai integritas pengawas pemilu.
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2. Strategi Badan Pengawas Pemilu

Strategi yang akan dilaksanakan Bawaslu meliputi strategi internal dan

eksternal yang diantaranya:

a) Strategi internal yaitu meningkatkan kinerja kelembagaan dan aparatur
pengawas Pemilu, menerapkan prinsip - prinsip pemerintahan yang baik
di seluruh tingkatan pengawas Pemilu, meningkatkan kompetensi SDM
pengawas Pemilu dan sekretariat di seluruh tingkatan khususnya
menyangkut fungsi pengawasan, penindakan dan penyelesaian sengketa
proses Pemilu, mengelola anggaran secara efektif dan efisien, dsb.

b) Strategi eksternal yaitu meningkatkan kualitas Kerjasama, koordinasi dan
supervisi (pembinaan) dengan para pemangku kepentingan Pemilu dalam
mengefektifkan pencegahan, pengawasan dan penindakan pelanggaran
serta penyelesaian sengketa Pemilu termasuk dalam mendorong
pembentukan sistem peradilan Kkhusus Pemilu, meningkatkan dan
memfasilitasi peran kepeloporan masyarakat dalam pengawasan Pemilu
secara partisipatif, meningkatkan kualitas hasil kajian dan evaluasi
pengawasan Pemilu dengan melibatkan lembaga penelitian dan perguruan
tinggi, dan meningkatkan layanan dalam pelaksanaan fungsi pengawasan,
penindakan dan penyelesaian sengketa proses Pemilu.

4.2 Gambaran Umum Badan Pengawas Pemilu Kota Bandar Lampung
4.2.1 Sejarah Badan Pengawas Pemilu Kota Bandar Lampung

Dalam sejarah pelaksanaan Pemilu di Indonesia, istilah pengawasan Pemilu
sebenarnya baru muncul pada era 1980-an. Pada pelaksanaan Pemilu yang pertama
kali dilaksanakan di Indonesia pada tahun 1955 belum dikenal istilah Pengawasan
Pemilu. Pada era tersebut terbangun trust di seluruh peserta dan warga negara
tentang penyelenggaraan Pemilu yang dimaksudkan untuk membentuk lembaga

parlemen yang saat itu disebut sebagai Konstituante.

Walaupun pertentangan ideologi pada saat itu cukup kuat, tetapi dapat dikatakan
sangat minim terjadi kecurangan dalam pelaksanaan tahapan, kalaupun ada gesekan

terjadi di luar wilayah pelaksanaan Pemilu. Gesekan yang muncul merupakan
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konsekuensi logis pertarungan ideologi pada saat itu. Hingga saat ini masih muncul
keyakinan bahwa Pemilu Tahun 1955 merupakan Pemilu di Indonesia yang paling

ideal.

Kelembagaan Pengawas Pemilu baru muncul pada pelaksanaan Pemilu Tahun 1982
dengan nama Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilu (Panwaslak Pemilu). Pada saat
itu sudah mulai muncul di-strust terhadap pelaksanaan Pemilu yang mulai di
kooptasi oleh kekuatan rezim penguasa. Pembentukan Panwaslak Pemilu pada
Pemilu Tahun 1982 dilatari oleh protes-protes atas banyaknya pelanggaran dan
manipulasi penghitungan suara yang dilakukan oleh para petugas Pemilu pada
Pemilu 1971. Karena palanggaran dan kecurangan Pemilu yang terjadi pada Pemilu
Tahun 1977 jauh lebih masif. Protes-protes ini lantas direspon pemerintah dan DPR
yang di dominasi Golkar dan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI).
Akhirnya muncullah gagasan memperbaiki Undang - Undang yang bertujuan
meningkatkan kualitas Pemilu 1982. Demi memenuhi tuntutan Partai Persatuan
Pembangunan (PPP) dan Partai Demokrasi Indonesia (PDI), pemerintah setuju
untuk menempatkan wakil peserta Pemilu ke dalam kepanitiaan Pemilu. Selain itu,
pemerintah juga mengintroduksi adanya badan baru yang akan terlibat dalam

urusan Pemilu untuk mendampingi Lembaga Pemilihan Umum (LPU).

Pada era reformasi, tuntutan pembentukan penyelenggara Pemilu yang bersifat
mandiri dan bebas dari kooptasi penguasa semakin menguat. Untuk itulah dibentuk
sebuah lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat independen yang diberi nama
KPU. Hal ini dimaksudkan untuk meminimalisir campur tangan penguasa dalam
pelaksanaan Pemilu mengingat penyelenggara Pemilu sebelumnya, yakni Lembaga
Pemilihan Umum (LPU), merupakan bagian dari Kementerian Dalam Negeri
(sebelumnya Departemen Dalam Negeri). Di sisi lain lembaga Pengawas Pemilu
juga berubah nomenklatur dari Panwaslak Pemilu menjadi Panitia Pengawas

Pemilu (Panwaslu).

Perubahan mendasar terkait dengan kelembagaan Pengawas Pemilu baru dilakukan
melalui Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,
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Menurut Undang - Undang ini dalam pelaksanaan Pengawasan Pemilu dibentuk
sebuah lembaga adhoc terlepas dari struktur KPU yang terdiri dari Panwaslu,
Panwaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu Kecamatan.
Selanjutnya kelembagaan Pengawas Pemilu dikuatkan melalui Undang - Undang
Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu dengan dibentuknya sebuah
lembaga tetap yang dinamakan Bawaslu. Adapun aparatur Bawaslu dalam
pelaksanaan Pengawasan berada sampai dengan tingkat kelurahan/desa dengan
urutan Panwaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, dan

Panwaslu Lapangan (PPL) di tingkat Kelurahan/Desa.

Berdasarkan ketentuan Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang
Penyelenggara Pemilihan Umum, sebagian kewenangan dalam pembentukan
Panwaslu merupakan kewenangan dari KPU. Namun selanjutnya berdasarkan
Keputusan Mahkamah Konstitusi terhadap judicial review yang dilakukan oleh
Bawaslu terhadap Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2007, rekrutmen Pengawas
Pemilu sepenuhnya menjadi kewenangan dari Bawaslu. Kewenangan utama dari
Pengawas Pemilu menurut Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2007 adalah untuk
mengawasi pelaksanaan tahapan Pemilu, menerima pengaduan, serta menangani

kasus-kasus pelanggaran administrasi, pelanggaran pidana Pemilu, serta kode etik.

Dinamika kelembagaan Pengawas Pemilu ternyata masih berjalan dengan terbitnya
Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilu. Secara
kelembagaan Pengawas Pemilu dikuatkan kembali dengan dibentuknya lembaga
tetap Pengawas Pemilu di tingkat provinsi dengan nama Bawaslu Provinsi. Selain
itu pada bagian kesekretariatan Bawaslu juga didukung oleh unit kesekretariatan
eselon | dengan nomenklatur Sekretariat Jenderal Bawaslu. Selain itu pada konteks
kewenangan, selain kewenangan sebagaimana diatur dalam Undang - Undang
Nomor 22 Tahun 2007, Bawaslu berdasarkan Undang - Undang Nomor 15 Tahun

2011 juga memiliki kewenangan untuk menangani sengketa Pemilu.

Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu dibentuk berdasarkan perintah Undang —
Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu. Sebelumnya,

Pengawas Pemilu merupakan lembaga adhoc yaitu Panitia Pengawas Pemilu atau
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Panwaslu. Tepatnya tahun 1982 memerintahkan pembentukan Panitia Pengawas
Pelaksanaan Pemilu atau Panwaslak Pemilu, yang melekat pada Lembaga
Pemilihan Umum (LPU). Baru pada tahun 2003, Panwaslu dilepaskan dari struktur

Komisi Pemilian Umum.

Bandar Lampung merupakan salah satu kota yang memiliki semangat tinggi dalam
menyukseskan pemilu tahun 2019 agar terciptanya pemilu yang bersih terlebih
setelah ditetapkannya Bawaslu sebagai salah satu badan yang dapat mengambil
keputusan hukum sendiri di dalam sengketa terkait pemilu. Dimulai dari tim Seleksi
Calon Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung mengumumkan
secara resmi pendaftaran calon Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota Periode 2018-
2023. Dalam rangka pembentukan Bawaslu Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung,
maka Tim Seleksi Calon Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota berdasarkan
Keputusan  Ketua  Badan  Pengawas  Pemilihan ~ umum  Nomor:
0435/K.BAWASLU/HK.01.00/V1/2018 atas kewenangan yang diberikan oleh
Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum membuka
kesempatan bagi Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan untuk
mendaftarkan diri sebagai calon anggota Bawaslu Kabupaten/Kota di Provinsi
Lampung. Waktu penerimaan pendaftaran mulai tanggal 28 Juni 2018 s/d 04 Juli
2018, dan perbaikan berkas pendaftaran mulai tanggal 04 s/d 06 Juli 2018.

Setelah melakukan seleksi selama dua bulan akhirnya Pelantikan pimpinan bawaslu
kota Bandar lampung pada Tanggal 15 Agustus 2015 bertepatan di Hotel Bidakara
Jakarta Selatan dilaksanakannya momen pelantikan serentak komisioner di seluruh
Indonesia menjadi sejarah bahwa pertama kalinya Badan Pengawas Pemilu
menggelar Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan 1.914 anggota Bawaslu
Kabupaten/kota se-Indonesia Periode Tahun 2018-2023 yang dilaksanakan secara
serentak bertujuan agar pemilihan di setiap kota mengalami peningkatan yang lebih
baik.

Dalam pelantikan ini mayoritas anggota bawaslu ini masih di dominasi wajah -
wajah lama yang merupakan anggota bawaslu pertahanan atau menjabat pada masa

sebelumnya. Di Bandar lampung, telah dilantik lima (5) anggota Bawaslu, Yang
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diantaranya tiga (3) merupakan anggota pertahanan yaitu Candrawansah, M. Asep
Septiawan, dan Yahnu Wiguno Sanyoto, sementara dua (2) wajah baru yaitu,
Gistiawan dan Yusni llham yang merupakan anggota perempuan satu — satunya di

Bawaslu Kota Bandar lampung.
4.2.2 Struktur Organisasi Bawaslu Kota Bandar Lampung

Bawaslu dalam melaksanakan kewenangan dan tupoksinya didukung dengan
pembagian beberapa divisi, hal ini berdasarkan (Bawaslu, 2022) yang menyatakan

ada 4 (empat) divisi yang ada di Bawaslu, yaitu:

a. Divisi SDMO, Pendidikan dan Pelatihan

b. Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa

c. Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi

d. Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat

Berdasarkan penjelasan di atas, Bawaslu memiliki beberapa divisi, yaitu (1) Divisi
SDMO, Pendidikan dan Pelatihan, (2) Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa,
(3) Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi, dan (4) Divisi Pencegahan
Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat. Divisi - divisi ini mempunyai
tugasnya masing - masing. Adapun keterkaitan dari pembahasan mengenai divisi
dalam Bawaslu di atas dapat menjadi rujukan dalam Penerapan nilai integritas
panitia pengawas kecamatan pada pemilihan tahun 2024 Kota Bandar Lampung.
Berikut merupakan bagan struktur keorganisasian komisioner Bawaslu Kota

Bandar lampung:
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STRUKTUR ORGANISASI BAWASLU KOTA BANDAR LAMPUNG

BERSAMA RAKYAT AWASI PEMILU
BERSAMA BAWASLU TEGAKKAN KEADILAN PEMILU

Gambar 2. Struktur Organisasi Bawaslu Kota Bandar Lampung
Sumber: Facebook Bawaslu Kota Bandar Lampung

4.2.3 Target Kinerja Bawaslu Kota Bandar Lampung

Dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran strategis, telah ditetapkan
indikator-indikator sebagai pengukur capaian kinerja yang direncanakan. Indikator
dimaksud baik berupa indikator program maupun indikator kegiatan. Rincian
indikator dan target pada masing-masing program dan kegiatan. Adapun untuk
mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian, setiap sasaran strategis dan program
diukur dengan Indikator Kinerja Utama. Di dalam Renstra Bawaslu terdapat 2 (dua)
tabel Indikator Kinerja Kegiatan karena Tahun 2020 Bawaslu belum melakukan
restrukturisasi organisasi Sekretariat Jenderal Bawaslu berdasarkan SOTK
(Susunan Organisasi Tata Kerja) yang baru maka tabel Indikator Kinerja untuk
Sekretariat Jenderal Bawaslu disusun berdasarkan struktur organisasi yang saat ini
masih berlaku. Sedangkan tabel kedua berisi Indikator Kinerja Bawaslu Tahun
2021-2024 dengan mengacu kepada SOTK baru.
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4.3 Gambaran Umum Pemilihan Umum
4.3.1 Pengertian Pemilihan Umum

Pemilihan Umum merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat berdasarkan
Pancasila dan Undang — Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Pemilihan
umum merupakan syarat minimal dari adanya demokrasi yang bertujuan untuk

memilih presiden dan wakil rakyat dalam Lembaga perwakilan.

Pemilihan umum atau disebut Pemilu serentak merupakan sarana pelaksanaan
kedaulatan rakyat. Pada Pasal 1 ayat (2) Undang — Undang Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 menentukan: “Kedaulatan adalah ditangan rakyat, dan
dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat.” Dalam peraturan
tersebut Makna kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi, yaitu kekuasaan terakhir
dan tertinggi dalam membuat keputusan. Tidak ada satu pasal pun yang dapat
menentukan bahwa Negara Republik Indonesia adalah suatu Negara Demokrasi.
Namun, karena implementasi kedaulatan rakyat itu tidak lain adalah demokrasi,
maka secara implisit dapat dikatakan bahwa Negara Republik Indonesia adalah

Negara Demokrasi”.

Pemilu adalah sarana penting dalam mewujudkan proses demokrasi untuk ikut serta
dalam kehidupan kenegaraan. Berdasarkan ketetapan MPR RI No. 111/MPR/1988
pemilu diselenggarakan berdasarkan pertimbangan bahwa di dalam NKRI yang
berdasarkan Pancasila, kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilakukan
sepenuhnya oleh MPR RI. Dalam rangka mewujudkan kedaulatan rakyat secara
nyata dalam kehidupan berbangsa dan bernegara perlu diselenggarakan pemilu
secara demokratis, transparan, jujur dan adil diselenggarakan dengan pemberian
dan pemungutan suara secara langsung, umum, bebas dan rahasia. Tujuan dari
Pemilihan umum adalah dapat menghasilkan wakil — wakil rakyat yang
representatif. Berikut tujuan penyelenggaraan Pemilu:

a) Memperkuat sistem ketatanegaraan yang demokratis;

b) Mewujudkan pemilu yang adil dan berintegritas;

c) Menjamin konsistensi pengaturan sistem pemilu;
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d) Memberikan kepastian hukum dan mencegah duplikasi dalam pemilu; dan
e) Mewujudkan pemilu yang efektif dan efisien.

4.3.2 Asas Pemilihan Umum

Berdasarkan Pasal 22 E ayat (1) Undang — Undang Negara Republik Indonesia
Tahun 1945, Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas,

rahasia, jujur dan adil sebagai berikut:

1) Langsung, yaitu pemilih mempunyai hak untuk memberikan hak suaranya
secara langsung tanpa perantara.

2) Umum, yaitu pemilih atau seluruh warga negara yang telah memenuhi syarat
minimal usia dan berhak memilih dalam pemilu.

3) Bebas, yaitu setiap warga negara berhak menentukan pilihannya tanpa paksaan
dari siapapun sesuai dengan kehendak dan kepentingannya masing — masing.

4) Jujur, yaitu setiap penyelenggaraan pemilu atau pelaksanaan pemilu,
Pemerintah, pengawas dan pemantau pemilu termasuk pemilih terlibat secara
tidak langsung dan harus bertindak jujur sesuai dengan peraturan perundang —
undangan yang berlaku.

5) Adil, yaitu setiap pemilih dan partai politik peserta pemilu dalam
penyelenggaraan pemilu mendapat perlakuan sama serta bebas dari kecurangan

pihak manapun.
4.4 Gambaran Umum Penyelenggara Pemilu Adhoc
4.4.1 Sejarah Penyelenggara Pemilu Adhoc

Berbicara mengenai penyelenggaraan pemilu di Indonesia dirasa kurang jika tidak
membahas penyelenggara Pemilu tingkat adhoc atau Pengawas Pemilu atau Panitia
Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu). Menurut Undang — Undang Pemilu,
Panwaslu merupakan nama Lembaga pengawas pemilu tingkat Nasional atau Pusat.
Sedangkan di provinsi disebut Panwaslu Provinsi, di Kabupaten/Kota disebut

Panwaslu Kecamatan.
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Pengawas Pemilu merupakan Lembaga adhoc yang dibentuk sebelum tahapan
pertama pemilu (pendaftaran pemilih) dimulai dan dibubarkan setelah proses
pencalonan yang terpilih dalam pemilu dilantik. Pengawas Pemilu dibentuk untuk
mengawasi pelaksanaan tahapan pemilu, menerima pengaduan, serta menangani

kasus — kasus pelanggaran administrasi dan pelanggaran pidana pemilu.

Proses pelaksanaan Pemilu tahun 1955 pada saat itu belum mengenal Lembaga
pengawas pemilu, Lembaga pengawas pemilu muncul pada Pemilu tahun 1982
yang dilatari oleh protes — protes atas banyaknya pelanggaran dan manipulasi
perhitungan suara yang dilakukan oleh para petugas pemilu pada Pemilu tahun
1971, Dikarenakan pelanggaran dan kecurangan pemilu yang terjadi pada Pemilu
tahun 1977 protes — protes ini direspon pemerintah dan DPR yang didominasi oleh
Partai Golkar dan ABRI. Akhirnya muncullah gagasan memperbaiki Undang —
Undang yang bertujuan meningkatkan ‘Kualitas’ Pemilu tahun 1982.

Untuk memenuhi tuntutan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai
Demokrasi Indonesia (PDI), Pemerintah setuju untuk menempatkan wakil peserta
pemilu kedalam kepanitiaan pemilu. Dan, Pemerintah mengintroduksikan untuk
badan baru yang akan terlibat dalam urusan pemilu untuk mendampingi Lembaga
Pemilihan Umum (LPU). Badan baru ini Bernama Panitia Pengawas Pelaksanaan
Pemilihan Umum (Panwaslak Pemilu) yang bertugas untuk mengawasi

pelaksanaan pemilu.

4.4.2 Tugas dan kewajiban Penyelenggara Pemilu Adhoc

Tugas penyelenggara Pemilu adhoc merupakan badan yang bekerja pada tingkat
paling bawah atau yang paling dekat dan bersinggungan langsung dengan
masyarakat. Hal ini mengharuskan para anggotanya harus paham mengenai
kompetensi komunikasi terkait pengawasan dan pengalaman sosial di lingkungan
masing — masing. Dengan tugas ini penyelenggara Pemilu adhoc kecamatan atau

Panitia pengawas Pemilu Kecamatan sebagai berikut:
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1. Melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah kecamatan terhadap
pelanggaran Pemilu;

2. Mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan pemilu di wilayah
kecamatan;

3. Mencegah terjadinya praktik politik uang di wilayah kecamatan;

4. Mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan
kampanye sebagaimana diatur dalam Undang — Undang ini di wilayah
kecamatan;

5. Mengawasi pelaksanaan putusan keputusan di wilayah kecamatan;

6. Mengelola, memelihara dan merawat arsip sesuai dengan ketentuan peraturan
peundang — undangan; serta menyerahkan arsip tersebut kepada Bawaslu
Kabupaten/Kota setelah habis masa kerja adhocnya;

7. Mengawasi pelaksanaan sosialisasi Penyelenggaraan pemilu di wilayah
kecamatan;

8. Mengevaluasi pengawasan Pemilu di wilayah kecamatan;

9. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang —

undangan.

Berikut Kewajiban Panitia Pengawas Kecamatan;

1. Bersikap adil dalam menjalankan tugas dan wewenangnya;

2. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas
Pemilu di tingkatan di bawahnya;

3. Menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Bawaslu Kabupaten/Kota
sesuai dengan tahapan Pemilu secara periodic dan/ atau berdasarkan
kebutuhan;

4. Menyampaikan temuan dan laporan kepada Bawaslu Kabupaten/Kota
berkaitan dengan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh PPK yang
mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan tahapan Pemilu di tingkat
kecamatan; dan

5. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang —

undangan.
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4.5 Gambaran Umum Penyelenggara Pemilu Adhoc Kecamatan Kota Bandar
Lampung

Untuk menjamin pemilihan umum yang bebas dan adil diperlukan perlindungan
untuk para pihak yang mengikuti pemilu dari segala tekanan, intimidasi,
penyuapan, penipuan dan praktek — praktek lainnya yang mempengaruhi. Panitia
pengawas harus mampu membangun sebuah pondasi, perisai, atap yang kokoh, kuat
dan rapat terhadap kepemiluan. Tugas dan wewenang panwas dengan menjalankan
dan mengamankan kepentingan — kepentingan yang ada demi tujuan tegaknya
demokrasi yang telah diamanatkan oleh Undang — Undang sesuai dengan visi, misi
serta asas — asas Pemilu. Kegiatan yang pernah diikuti Panwaslu Kecamatan Se-

Kota Bandar lampung dalam rangka meningkatkan kapasitas kerjanya antara lain:

1) Kegiatan Bimbingan Teknis Panwaslu Kecamatan Se-Kota Bandar lampung
sekaligus pelantikan dalam rangka demi terwujudnya penyelenggaraan pemilu
berintegritas, dilaksanakan di Hotel Aston Kota Bandar Lampung.

2) Rapat - rapat Koordinasi dalam rangka memantapkan pengawasan dan laporan
hasil pengawasan, kegiatan ini di fasilitasi oleh Bawaslu Kota Bandar lampung
yang bertempat di Hotel Aston Kota Bandar Lampung.

3) Bimbingan teknis terkait fasilitasi pengelolaan administrasi dan konsolidasi
sekretariat pengawas pemilu adhoc dalam pengawasan penyelenggaraan
tahapan Pemilu tahun 2024.

4) Monitoring penyelesaian surat pertanggungjawaban (SPJ) operasional Panitia
pengawas kecamatan Se-Kota Bandar lampung

5) Pendampingan pengelolaan media sosial Panwaslu Kecamatan Se-Kota
Bandar lampung demi membangun reputasi Lembaga melalui media sosial,
diselenggarakan di Kantor Bawaslu Kota Bandar lampung.

6) Rapat Koordinasi pelaksanaan pembentukan panitia pengawas pemilu
Kelurahan/desa.

7) Perekrutan Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa di 20 Kecamatan Se-
Kota Bandar Lampung.

8) Pelantikan dan Bimbingan Teknik Pengawasan Pemilu Kelurahan/Desa
terpilih se-Kota Bandar Lampung.



VI. KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan, penelitian Penguatan Integritas Penyelenggara

Pemilu Tingkat Adhoc Kecamatan Pada Pemilihan Umum Tahun 2024

menghasilkan penyelenggara pemilu yang tidak berintegritas, dengan penjelasan

sebagai berikut:

1.

Pada pengembangan individu tidak ada indikator yang berjalan dengan
optimal, yaitu indikator peningkatan pengetahuan terlalu berfokus pada
pemberian pemahaman teoritis saja sehingga praktik langsung di lapangan
kurang. Indikator tingkah laku pun terlalu berfokus pada pemahaman
konseptual saja dan kurang dalam hal praktik langsung di lapangan, seharusna
kegiatan ini disertakan dengan elemen praktik lapangan seperti simulasi, studi
kasus dan pengetahuan langsung dari yang berpengalaman. Indikator
pengelompokan kerja tidak berjalan dengan baik karena hanya berfokus pada
penyelesaian tugas semata sehingga mengabaikan aspek pengembangan
individu dan peningkatan integritas penyelenggara. Indikator motivasi hanya
memberikan motivasi sebatas kata-kata semangat dan pengabdian akan tugas
negara saja walaupun hal ini tetap berpotensi untuk mempengaruhi
penyelenggara adhoc secara positif serta motivasi yang diberikan harus lebih
konkret dan terukur.

Pada penguatan organisasi tidak ada indikator yang berjalan dengan optimal,
yaitu indikator peningkatan struktur organisasi yang hanya melakukan
koordinasi antar divisi sehingga kurang tepat dalam menghadapi tantangan
yang kompleks dalam penyelenggaraan pemilu. Indikator pengambilan

keputusan terfokus hanya pada kepatuhan terhadap regulasi dapat sehingga
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menghambat kemajuan dan inovasi dalam organisasi atau kelembagaan.
Indikator prosedur dan mekanisme pengaturan sarana dan prasarana masih
kurang tepat sama seperti pengambilan keputusan yang hanya terfokus pada
regulasi yang ada tanpa adanya pengambilan inisiatif lain dan masih terjadinya
tumpeng tindih dalam tanggung jawab. Indikator hubungan lingkungan dan
jaringan organisasi masih kurang kompeten karena didalamnya masih terdapat
koordinator yang memiliki latar belakang pendidikan tidak linear dengan
politik dan pemerintahan sehingga dapat menyebabkan kurangnya pemahaman
dan pengetahuan tentang dinamika politik dan aspek pemerintahan yang
berhubungan dengan tugas Bawaslu serta ketidakinginan untuk mempelajari
tugas dan kewajiban dapat menghambat pengambilan keputusan yang optimal
dan mengurangi potensi pengembangan diri serta peningkatan integritas

mereka sebagai penyelenggara adhoc.

6.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan penelitian, maka penulis memberikan rekomendasi saran

yang diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Untuk meningkatkan pengembangan individu di Bawaslu Kota Bandar
Lampung, ada beberapa rekomendasi yang dapat diimplementasikan. Pertama,
perlu memperluas elemen praktik lapangan dalam kegiatan pengembangan
individu. Selain pemberian pemahaman teoritis, penting untuk menyertakan
simulasi, studi kasus, dan pengalaman langsung dari penyelenggara adhoc yang
berpengalaman. Dengan demikian, peserta dapat mengaplikasikan
pengetahuan mereka secara praktis dan memperkuat integritas dalam
menjalankan tugas. Selanjutnya, perlu memperbaiki indikator tingkah laku
dengan memberikan kesempatan bagi peserta untuk berlatih dalam situasi yang
mirip dengan tugas sehari-hari. Latihan peran, peran bermain, atau latihan
kasus dapat membantu peserta mengasah keterampilan praktis dan
memperkuat integritas dalam tindakan nyata. Selain itu, perlu memperbaiki

indikator pengelompokan kerja dengan memperhatikan aspek pengembangan
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individu dan peningkatan integritas. Tim kerja harus didesain agar anggota tim
dapat saling belajar, berkolaborasi, dan berkembang bersama. Penggunaan
proyek tim, diskusi reflektif, atau pembelajaran lintas divisi dapat mendukung
pertumbuhan individu dan integritas tim. Terakhir, motivasi yang diberikan
harus lebih konkret dan terukur, seperti penghargaan, pengakuan, atau
kesempatan pengembangan karir. Dengan memberikan motivasi yang nyata,
penyelenggara adhoc akan merasa dihargai dan termotivasi untuk menjalankan
tugas mereka dengan integritas yang tinggi. Dengan mengimplementasikan
rekomendasi ini, diharapkan pengembangan individu di Bawaslu Kota Bandar
Lampung dapat meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan integritas

penyelenggara adhoc secara efektif.

Untuk mengatasi tantangan yang dihadapi dalam penguatan organisasi
Bawaslu Kota Bandar Lampung, beberapa rekomendasi dapat diusulkan.
Pertama, perlu diperkuat indikator peningkatan struktur organisasi dengan
fokus pada koordinasi antar divisi yang lebih efektif. Selain itu, penting untuk
mengembangkan mekanisme dan strategi yang mampu menghadapi tantangan
kompleks dalam penyelenggaraan pemilu, seperti pelatihan khusus, analisis
risiko, dan pembaruan kebijakan yang sesuai. Kedua, perlu memperluas
indikator pengambilan keputusan dengan tidak hanya terfokus pada kepatuhan
terhadap regulasi yang ada. Penting untuk mendorong inovasi dan kemajuan
organisasi dengan memberikan ruang bagi ide-ide baru, eksperimen, dan
pengambilan keputusan yang lebih proaktif. Perlu juga meningkatkan
partisipasi anggota organisasi dalam proses pengambilan keputusan, sehingga

tercipta keputusan yang lebih inklusif dan beragam.

Selanjutnya, indikator prosedur dan mekanisme pengaturan sarana dan
prasarana perlu diperbaiki agar lebih tepat dan efisien. Diperlukan evaluasi
yang menyeluruh terhadap prosedur yang ada serta identifikasi dan
implementasi inisiatif baru yang dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi
pengaturan sarana dan prasarana. Penting juga untuk menghindari tumpang
tindih tanggung jawab dan memastikan Kklarifikasi yang jelas mengenai peran

dan tanggung jawab masing-masing divisi atau unit kerja. Selain itu, perlu
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memperkuat indikator hubungan lingkungan dan jaringan organisasi dengan
melibatkan koordinator yang memiliki pemahaman yang kompeten dalam
dinamika politik dan aspek pemerintahan yang relevan. Pelatihan dan
pendidikan tambahan dalam bidang politik dan pemerintahan dapat diberikan
kepada koordinator dan anggota organisasi yang membutuhkannya. Hal ini
akan membantu meningkatkan pemahaman dan pengetahuan mereka terkait
tugas-tugas Bawaslu serta memperkuat integritas sebagai penyelenggara

adhoc.

Terakhir, penting untuk mendorong sikap dan keinginan untuk terus belajar
dan mempelajari tugas dan kewajiban sebagai penyelenggara adhoc. Inisiatif
pembelajaran yang kontinu, seperti pelatihan, seminar, atau diskusi kelompok,
dapat diadakan untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan tentang
tugas-tugas Bawaslu. Motivasi individu untuk terus belajar dan berkembang
juga dapat ditingkatkan melalui pengakuan, penghargaan, dan kesempatan
pengembangan karir yang sesuai. Dengan mengimplementasikan rekomendasi
ini, diharapkan Bawaslu Kota Bandar Lampung dapat mengatasi tantangan
dalam penguatan organisasi, meningkatkan pengambilan keputusan yang
optimal, memperbaiki prosedur dan mekanisme pengaturan sarana dan
prasarana, memperkuat hubungan lingkungan dan jaringan organisasi, serta
mendorong pengembangan diri dan peningkatan integritas sebagai

penyelenggara adhoc.
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